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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul Akuntansi
Perpajakan: Konsep, Regulasi, dan Implementasi ini dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi akademik
dalam menjembatani pemahaman antara konsep dasar akuntansi dan
sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dalam konteks regulasi dan
praktik implementasi di dunia usaha dan pemerintahan.

Akuntansi perpajakan merupakan bidang yang kompleks dan
dinamis karena berada pada persimpangan antara hukum, ekonomi,
dan praktik akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan buku ini dirancang
untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dasar
akuntansi dan perpajakan, kerangka hukum yang melandasinya, serta
bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan secara nyata
dalam laporan keuangan dan administrasi perpajakan.

Buku ini terdiri dari delapan bab yang mencakup topik-topik
penting, mulai dari pengertian dasar akuntansi perpajakan, sistem
hukum dan regulasi perpajakan di Indonesia, perlakuan akuntansi atas
PPh dan PPN, hingga tantangan dan tren masa depan dalam dunia
perpajakan digital. Setiap bab disusun secara sistematis dan dilengkapi
dengan contoh-contoh praktis agar dapat dengan mudah dipahami
oleh mahasiswa, akademisi, serta para praktisi.
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Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusinya dalam
penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang
bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dalam
memahami dan menerapkan akuntansi perpajakan secara tepat,
akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akutansi Perpajakan: || iv
Konsep, Regulasi dan Implementasi



-y

7

R AKuntansiBeDajakan: b i

nsenyReoulasNiamimplementasi

— <

SINOPSIS

Buku Akuntansi  Perpajakan: Konsep, Regulasi, dan
Implementasi hadir sebagai panduan komprehensif bagi akademisi,
mahasiswa, praktisi akuntansi, serta pihak-pihak yang berkepentingan
dalam memahami keterkaitan antara dunia akuntansi dan sistem
perpajakan di Indonesia. Buku ini disusun secara sistematis, dimulai
dari pengantar mengenai akuntansi dan perpajakan secara umum,
hingga pembahasan teknis terkait pencatatan, pelaporan, dan
perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis pajak.

Di awal, buku menjelaskan pengertian akuntansi perpajakan
dan pentingnya pembukuan bagi wajib pajak. Pembaca kemudian
diajak memahami kerangka hukum serta prinsip dan tantangan dalam
regulasi perpajakan nasional. Selanjutnya, dijabarkan prinsip dasar
akuntansi pajak serta perbandingannya dengan akuntansi komersial.
Buku ini juga mengulas secara rinci perlakuan akuntansi untuk Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), disertai contoh kasus.

Bagian akhir buku membahas aspek perpajakan daerah,
pencatatan dan pelaporan pajak dalam laporan keuangan, serta
tantangan dan tren masa depan, seperti digitalisasi pajak dan
perpajakan e-commerce. Dengan pendekatan konseptual dan praktis,
buku ini menjadi sumber pengetahuan penting untuk menghadapi
dinamika dunia akuntansi perpajakan yang terus berkembang.
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PENGERTIAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN

Oleh: Wawan Haryanto SE., M.Akt

1.1. Akuntansi
1. Definis Akuntansi

Akuntansi adalah proses melakukan melaporkan mengukur
adanya pengidentifikasikan, untuk melaporkan informasi ekonomi,
untuk adanya penilaian dan dalam jelas bagi menggunakan informasi
Akuntansi menjelaskan dan memberikan gambaran tentang konsep
dan prinsip akuntansi yang akan membantu dalam kehidupan pribadi
atau pun profesional. Akuntansi yang akan membantu dalam
kehidupan pribadi atau pun profesional, akuntansi akan bermanfaat
bagi kehidupan anda meskipun anda bukan seorang akuntansi (Sri
Wahyuni, 2020).

Akuntansi pembukuan meliputi aktivitas pencatatan semata,
sedangkan akuntansi meliputi seluruh proses pelaporan, mulai dari
pengidentifikasian transaksi bisnis, pencatatan, pengkomunikasian
dalam bentuk laporan, sampai pada tahapan analisis dan interpretasi
disimpulkan bahwa fungsi pembukuan (pencatatan) merupakan
bagian dari seluruh proses akuntansi (Hery, 2021).




Akuntansi adalah pengidentifikasian, pengikuran, dan
pengomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi
kepada, pihak yang kepentingan (Nia Yuniarsih, 2018).

Hasi kesimpulan penulis akuntansi proses pengidentifikasian
dan pengukuran dan pengawasan dalam organisasi yang bersifat
keuangan dalam perusahaan.

2. Aset, kewajiban, dan ekuitas

Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh
perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Beberapa
aset bersifat tangible atau tidak berwujud seperti goodwill atau hak
cipta. Berikut beberapa contoh akun aset, yaitu Kas, Piutang,
Perlengkapan, Kendaraan, Bangunan, Goodwill, Hak Cipta, Paten (Agie
Hanggara, 2019).

Kewajiban atau utang (liabilities) adalah sejumlah dana yang
perusahaan pinjam dari pihak lain (kreditur) dan harus dilunasi sesuai
waktu yang sudah disepakati. Bentuk kewajiban uang umum adalah
utang. Utang merupakan kebalikan dari piutang, ketika perusahaan
lain secara kredit, utang dicatat untuk menunjukkan bahwa
perusahaan perjanji untuk membayar di kemudian hari. Berikut
beberapa contoh dari akun kewajiban yang umum. Utang jangka
pendek: Hutang Dagang, Hutang Bank Utang Gaji, Hutang Pajak, utang
obligasi.

Ekuitas atau Modal merupakan bagian dari aset perusahaan
yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga, pemilik dapat
meningkatkan bagian kepemilikan dengan menginvestasikan dana
kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana
perusahaan (prive). Demikian pula, pendapatan meningkat sisi ekuitas
sementara beban-beban menurunkan ekuitas.beberapa akun ekuitas
umum seperti modal pemilik, penarikan pemilik (prive) laba ditahan,
saham biasa, modal setor.



3. Siklus Akuntansi

Tahapan Siklus Akuntansi adalah serangkaian proses atau
langkah-langkah yang dilalui oleh sebuah perusahaan dalam mencatat,
mengelola, dan melaporkan informasi keuangan didalam laporan
keuangan, terdapat beberapa tahapan dalam siklus akuntansi, yaitu
sebagai berikut (Ervina, 2023):

Bukti Transaksi \‘

Pencatatan Jurnal

Jurnal Penutup \

Buku Besar

Laporan Keuangan

Neraca Saldo

e

Gambar 1.1. Tahap siklus Akuntansi

Jurnal penyesuaian

a. Bukti Transaksi
Bukti transaksi adalah dokumen atau catatan yang menyatakan
bahwa suatu transaksi telah terjadi antara dua pihak.bukti
transaksi dapat dokumen yang mencatat pembelian penjualan,
pengeluaran, atau penerimaan.

b. Pencatatan (Jurnal)
Transaksi yang dibutuhkan, perusahaan akan merekamnya
dalam bentuk jurnal. sendiri dapat didefinisikan sebagai proses



pencatatan transaksi keuangan perusahaan ke dalam jurnal
atau buku besar yang memiliki struktur dan detail yang
terperinci untuk memudahkan penyajian laporan keuangan.

. Buku Besar

Pencatatan transaksi diposting ke dalam, transaksi diposting ke
dalam buku besar yang merupakan koleksi akun-akun keuangan
yang dikategori menurut menurut jenisya.

. Neraca saldo

Neraca saldo merupakan daftar yang mencantumkan saldo dari
semua rekening yang ada didalam buku besar pada waktu
tertentu.

. Jurnal penyesuaian

Perusahaan akan melakukan proses penyesuian pada catatan
akuntansi yang memerlukan penyesuian pada catatan akuntansi
yang memerlukan penyesuian. Jurnal penyesuaian merupakan
catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode akuntansi
guna menyesuaian adalah untuk meningkatkan akurasi laporan
keuangan.

Laporan keuangan

Laporan keuangan pihak-pihak berkepentingan, pimpinan
perusahaan, pemilik saham, analisis saham, supplier, kreditur,
pada pekerja, SPSI. Government, dan masyarakat umum,
mereka menggunakan financial statement dalam decision
making, sebagai contoh, investor potensial menggunakan
financial statement sebagai bantuan untuk mengambil
keputusan apakah akan membeli atau tidaknya suatu saham.
Para pemasok menggunakan financial statement dalam
memutuskan atau tidaknya dalam menjual barang dagangannya
pada perusahaan secara kredit (kariyoto, 2017). Perusahaan
mempunyai tanggung jawab utama dalam hal pembuatan dan
dan penyajian financial statement perusahaan beserta



informasi tambahannya untuk memenuhi kebutuhannya
sendiri, dalam rangka membuat dan menyajikan laporan
keuangan, yang meliputi tujuan financial statement (termasuk
asumsi dasar karakteristik kualitatif laporan keuangan, unsur-
unsur yang membentuk financial statemet (definisi, pengakuan
dan pengukuran dan konsep modal dan pemeliharaan modal
financial statement entitas secara umum terdiri dari Neraca,
Income Statement laporan cash flows dan catatan tambahan
(footnotes) adalah untuk menilai financial, tingkat keuntungan
profitabilitty dan perputaran kas secara keseluruhan, sehingga
pemakai memahami situasi kondisi perusahaan dengan
mencermati dan financial statement yang lainnya. Neraca dan
laporan R/L dua jenis financial statement (utama) yang
umumnya dibuat oleh setiap perusahaan yang masing-masing
dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1) Neraca adalah financial statement yang memberikan
informasi tentang posisi financial aktiva, pasiva dan modal
perusahaan pada waktu tertentu.

2) Laporan keuntungan- rugi adalah financial statement yang
memberikan informasi tentang kemampuan potensi
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan kinerja selama
periode tertentu.walapun neraca dan laporan R/L
merupakan dua dokumen yang terpisah namun demikian
keduanya mempunyai hubungan yang erat dn saling terkait,
serta merupakan suatu cycle artinya antara neraca dan
laporan R/L sangat dihubungkan dengan satu laporan yang
disebut laporan perubahan modal (keuntungan ditahan),
yang memberikan informasi tentang perubahan modal
(keuntungan ditahan) selama periode akuntansi

3) Neraca dapat menggambarkan keadaan keuangan
perusahaan secara keseluruhan pada periode akuntansi.



Neraca dibagi dalam tiga bagian utama meliputi assets
sebagai sumber daya ekonomi perusahaan liabilities
merupakan hutang/ kewajiban perusahaan pada pihak
ketiga equity sebagai representasi hak dari pemilik modal
perusahaan.

1.2. Perpajakan

Berdasarkan  Peraturaan  menteri keuangan  nomer
54/PMK.03/2021, wajib pajak yang boleh menyelenggarakan
pembukuan dengan stelsel kas adalah wajib pajak yang memenubhi
persyaratan berikut (Supriyanto, 2024).

a. Secara komersial berhak menyelenggarakan pembukuan
berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi
usaha mikro dan kecil

b. Merupakan Wajib Pajak:

1) Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerja bebas,
tetapi memiliki penghasilan bruto dibawah 4.8 Miliar
Rupiah, tetapi memilih atau diwajibkan menyelenggarakan
pembukuan.

2) Badan yang memiliki peredaran bruto dari usaha yang tidak
melebihi 4.8 Miliar Rupiah dalam satu tahun Pajak.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali
apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender, sedangkan bagian tahun pajak menggunakan tahun
buku yang berbeda dari tahun kalender, penyebutan tahun pajak yang
bersangkutan menggunakan tahun yang didalamnya termasuk 6 bulan
pertama atau lebih contoh, tahun buku 1 juli 2022 sampai dengan 30
juni 2023 adalah tahun 2022, tahun buku 1 oktober 2022 sampai
dengan 30 September adalah tahun pajak 2023.



Pembukuan diselenggarakan dengan cara atau berdasarkan
sistem yang lazim dipakai dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan
(PSAK)
menetapkan berbeda. Buku catatan, dan dokumen yang menjadi dasar

standar Akuntansi keuangan kecuali undang-undang
pembukuan harus disimpan di indonesia selama 10 tahun termasuk
dokumen tersebut disimpan ditempat kegiatan atau tempat tinggal
wajib pajak orang pribadi atau ditempat kedudukan wajib pajak.
Akuntansi perpajakan juga memegang akuntansi perpajakan
diturukan dari regulasi perpajakan yang sudah diatur jelas di dalam
undang-undang maupun aturan turunannya, Prinsip dasar tersebut
proses akuntansi yang akan dijalankan bersifat objektif . Berikut
disandingkan Prinsip dasar akuntansi dan akuntansi perpajakan serta

dasar hukumnya.

Prinsip Dasar akuntansi dan akuntansi perpajakan

No Prinsip Dasar Penjelasan Akuntansi Penjelasan Akuntansi Dasar Hukum di
Akuntansi Umum Perpajakan UU Pajak
1. Prinsip Entitas Perusahaan adalah Wajib pajak badan merupakan Definis badan di
ekonomi badan yang terpisah entitas yang berbeda dari UU KUP (pasal 1
(Economic dari pemiliknya wajib pajak orang pribadi angka 3)
Entity) sehingga harus pemiliknya
independen dan berdiri
sendiri
2 Prinsip biaya Prinsip biaya historis Perolehan aset atau Pasal 10 UU PPh
historis menghendaki persediaan dicatat menggunakan
(Historical penggunaan harga berdasarkan harga/nilai terminologi harga
Cost) perolehan dalam perolehan berdasarkan harga atau nilai
mencatat aset, utang, Pasar Wajar perolehan
modal, dan biaya.
3 Prinsip Prinsip ini UU perpajakan memandang Pasal 25 ayat (1)
Kesinambunga mengedepankan usaha penghasilan yang UU PPh mengatur
n usaha (Going perusahaan agar bisa diterima atau diperoleh secara mengenai besar
Concern) terus berjalan sehingga teratur dan terus-menerus angsuran pajak
perlu melakukan yang harus
berbagai cara yang baik dibayar oleh wajib
pajak setiap
bulannya dalam
tahun pajak




Moneter

disajikan dalam satuan
moneter atau mata
uang tertentu

diselenggarakan indonesia
dengan menggunakan satuan
mata uang rupiah kecuali bagi
wajib pajak yang telah
menggunakan satuan mata
uang rupiah kecuali bagi wajib
pajak telah mendapatkan izin
dapat menyelenggarakan
pembukuan dengan mata
uang asing

No Prinsip Dasar Penjelasan Akuntansi Penjelasan Akuntansi Dasar Hukum di
Akuntansi Umum Perpajakan UU Pajak

4 Prinsip Informasi keuangan SPTdisampaikan dengan Pasal 3 ayat (1)
pengungkapan yang diberikan harus Benar,lengkap dan jelas, serta UuU KUP
penuh (full Detail dan terperinci dilampiri dengan laporan
discloure) sehingga akuntan bisa keuangan sebagai bukti

mengambil kebijakan pendukung
dari laporan yang ada

5 Prinsip Pendapatan diakui Penghasilan adalah setiap Pasal 3 Ayat (1)
pengakuan ketika telah direalisasi tambahan kemampuan Uu KupP
pendapatan atau dapat direalisasi ekonomis yang diterima (cash
(Revenue dan telah dihasilkan base) atau diperoleh wajib
Recognition) atau telah terjadi pajak (accrual base)

6 Prinsip Pendapatan Harus Besarnya penghasilan kena Pasal 6 UU PPh
mempertemuk dapat dibandingkan pajak ditentukan berdasarkan
an (Matcing) dengan biaya yang penghasilan bruto dikurangi

dikeluarkan untuk biaya untuk mendapatkan
mendapatkan/ menagih, dan memelihara
memperoleh penghasilan.

pendapatan tersebut

(matching cost against)

7 Prinsip Periode Setiap laporan UU perpajakan mengenai Pasal 1 angka 8
Akuntansi keuangan yang dibuat definisi tahun buku, yaitu UU KUP
(Accounting harus ditulis dengan jangka waktu satu tahuan
Periode terstruktur dan jangka kalender, kecuali wajib pajak

waktu tertentu menggunakan tahun buku
yang berbeda dari tahun
kalender

8 Prinsip Konsistensi adalah Pembukuan harus Pasal 28 ayat (5)
Konsistensi ketetapan yang diselenggarakan oleh wajib UU KUP
(consistensi dilakukan secara pajak berdasarkan prinsip taat

berkelanjutan laporan asas dengan stelsel akrual atau
keuangan harus stelsel kas
dilaporkan dengan
cara-cara atau kaidah
yang konsisten dan
taat Asas
9 Prinsip satuan Laporan keuangan Pembukuan wajib pajak harus Pasal 28 ayat (4)

UU KUP.




No Prinsip Dasar Penjelasan Akuntansi Penjelasan Akuntansi Dasar Hukum di
Akuntansi Umum Perpajakan UU Pajak
10 Prinsip Kecederungan entitas Tujuan dari pembukuan adalah | Pasal 28 ayat (7)
Materialitas menilai suatu nilai dapat dihitung pajak yang UuU KUP

penting atau tidak
penting

terutang dalam satu priode

Sumber (Supriyanto, 2024)

1.3. Pembukuan/Pencatatan Bagi Wajib Pajak
Akuntansi Perpajakan juga memiliki siklus dengan produk akhir

berupa laporan keuangan. Siklus Akuntansi Pajak pada dasarnya sama

dengan siklus akuntansi komersial, yaitu :

Dokumen Jurnal Bl besar Neraca
Sumber transaksi — > — Saldo
|
Laporan Keuangan Rekonsiliasi SPT Tahunan PPh
(Laba/Rugi ) » > Badan
\
|
v
Koreksi Fiskal
X
Beda Permanen
Beda temporer i
(Koreksi Fiskal) [€ PSAK 46 Koreksi Fiskal
Poitif/Negatif Positif / Negatif

Transaksi harus didukung dengan dokumen sumber transaksi,

berdasarkan dokumen tersebut akan dilakukan indentifikasi akun yang

terpangaruh, lalu akun tersebut akan diposting ke buku besar dari

buku besar entitas membuat neraca saldo (biasanya berurutan antara

negara saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo tersebut dibuat




laporan keuangan yang kemudian dilanjutkan dengan membuat Jurnal
pembalik, laporan keuangan yang keuangan yang sudah jadi harus
lakukan penyesuaian fiskal dengan membuat kertas kerja rekonsiliasi
fiskal, berdasarkan ketentuan UU PPh. Hasil dari rekonsiliasi fiskal
tersebut akan terdapat perbedaan, baik beda waktu maupun beda
tetap waktu maupun beda sesuai ketentuan PSAK 46.

1.4. Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Terutang
Penghasilan neto dapat dihitung menggunakan dua metode,
yaitu Norma perhitungan (pencatatan ) dan pembukuan, wajib pajak
individu yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan badan di
indonesia wajib menjalankan pembukuan, namun wajib pajak individu
yang berkecuali dari wajib pembukuan tetapi harus mencatat, adalah
mereka yang sesuai dengan norma penghitungan penghasilan neto
dan pajak terutang norma penghitungan. perhitungan penghasilan
neto dan pajak terutang dengan norma penghitungan dilakukan
dengan mengalikan peredaran Bruto dengan persentase tertentu.
Norma penghitungan. Wajib pajak orang pribadi diperkenankan
menggunakan pencatatan dengan kriteria:
a. Peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp
4.800.000.000
b. Memberitahukan kepada direktur jenderal pajak dalam jangka
waktu 3 tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, besarnya
penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dengan cara penghasilan neto
dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak pertahun diberikan
paling sedikit sebesar:

a. Rp 54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi
b. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin.



c. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk seorang
penghasilannya digabung dengan penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1

d. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak
angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3

tiga orang untuk setiap keluarga

Tarif pajak besarnya pajak terutang dengan menggunakan tarif
PPh pasal 17 yang diterapkan pada penghasilan kena pajak (PKP),
dalam proses ini jumlah PKP dibulatkan ke bawah ke ribuan terdekat,
Adapun perbandingan tarif pajak antara yang terdapat dalam undang-
undang nomer 36 tahun 2008 dan besar tarif yang sedang dibahas
dalam rancangan undang-undang Harmonisasi Perpajakan (HPP)

sebagai berikut

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

istri  yang

Lapisan penghasilan kena Pajak (UU 36 2008 Ta.rlf
Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000 5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 25%
Diatas Rp 500.000.000 30%
Lapisan Penghasilan Kena Pajak (RUU HPP)
Sampai dengan Rp 60.000.000 5%
Diatas Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000 15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 25%
Diatas Rp 500.000.000 s. D RP 5 miliar 30%
Diatas Rp 5 miliar 35%

suami
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KERANGKA HUKUM DAN
REGULASI PERPAJAKAN DI
INDONESIA

Oleh: Iroh Rahmawati, SE., M.Ak.

2.1. Pentingnya Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara

Pajak memainkan peranan vyang sangat penting dalam
mendukung jalannya fungsi negara. Sebagai salah satu sumber
penerimaan terbesar, pajak digunakan untuk mendanai berbagai
aktivitas pemerintahan, seperti penyediaan layanan publik,
pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan program-program
sosial bagi masyarakat. Jika penerimaan pajak tidak mencukupi, maka
kemampuan negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam
memberikan pelayanan dan menjalankan pembangunan nasional akan
sangat terganggu.

Pajak tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme
penghimpun penerimaan negara, tetapi juga menjadi alat strategis
dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakannya untuk
mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan harga,
mendorong pemerataan kesejahteraan, serta memberikan dukungan
bagi sektor usaha melalui pemberian insentif fiskal. Dengan sistem



perpajakan yang berkeadilan dan efisien, negara mampu mengalihkan
sebagian kekayaan dari kelompok berpenghasilan tinggi kepada
kelompok ekonomi lemah dalam bentuk program bantuan sosial dan
subsidi, sehingga kesenjangan sosial dapat ditekan.

Pajak merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam
mendukung pembangunan nasional. Kepatuhan dalam memenuhi
kewajiban perpajakan mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap
keberlangsungan negara. Dana yang dikumpulkan dari pajak
digunakan untuk membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan,
layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur publik, serta sistem
pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pajak menjadi
pilar utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan kelangsungan
pembangunan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, lebih dari 80 persen penerimaan negara
bersumber dari pajak, menjadikannya komponen vital dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menegaskan pentingnya
kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban
perpajakan. Pajak seharusnya tidak dipandang sebagai beban,
melainkan sebagai kontribusi bersama yang manfaatnya akan kembali
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.2. Landasan Hukum Perpajakan

Sistem hukum perpajakan di Indonesia mengalami transformasi
penting seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada
tanggal 29 Oktober 2021. Peraturan ini merevisi sejumlah ketentuan
dalam undang-undang perpajakan yang telah berlaku sebelumnya,
serta membawa sejumlah inovasi kebijakan yang bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam
pelaksanaan perpajakan di Indonesia.



a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) Pasal 23A: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-
undang."

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini disahkan pada 29
Oktober 2021 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022. UU HPP
terdiri dari 9 bab dan 19 pasal yang mencakup perubahan dan
penyempurnaan berbagai ketentuan perpajakan di Indonesia.

Ruang Lingkup UU HPP
UU HPP mengatur enam kelompok materi utama:
a. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

1) Pemberlakuan NIK sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang
Pribadi.

2) Penurunan besaran sanksi administrasi dan pengenaan
sanksi menggunakan suku bunga acuan dan uplift factor.

3) Peningkatan efisiensi dalam proses pemeriksaan dan
penagihan pajak.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

1) Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak
2022.

2) Perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak untuk
Wajib Pajak Orang Pribadi.

3) Pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan yang
diterima pegawai

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku
pada 1 April 2022, dan menjadi 12% paling lambat pada 1
Januari 2025.

2) Barang kebutuhan pokok, layanan pendidikan, dan layanan



kesehatan tidak lagi termasuk dalam kategori barang dan
jasa yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).
d. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
Memberi peluang bagi Wajib Pajak untuk menyatakan
kepemilikan aset yang sebelumnya belum dilaporkan, dengan
dikenakan tarif pajak yang lebih ringan.
e. Pajak Karbon
Penerapan pajak terhadap emisi karbon sebagai bagian dari
upaya mendukung mitigasi dampak perubahan iklim.
f. Cukai
Penataan ulang kebijakan cukai guna memperkuat efektivitas
serta memperbaiki efisiensi dalam proses pemungutannya.

2.3. Prinsip Hukum dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Struktur sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada
sejumlah asas hukum yang dirancang untuk menjamin keadilan,
kepastian hukum, serta efisiensi dalam proses pemungutan pajak.
Asas-asas tersebut tidak hanya termuat dalam regulasi formal, tetapi
juga diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan administrasi
perpajakan sehari-hari.

1. Asas Keadilan (Equity Principle)

Prinsip ini menegaskan bahwa pemungutan pajak harus
dilakukan secara proporsional, disesuaikan dengan kapasitas ekonomi
masing-masing wajib pajak. Artinya, individu atau entitas dengan
pendapatan yang lebih tinggi seharusnya membayar pajak dalam
jumlah yang lebih besar. Tujuan utama dari penerapan prinsip keadilan
ini adalah untuk meringankan beban pajak bagi kelompok
berpenghasilan rendah dan menciptakan distribusi pajak yang
seimbang di masyarakat.



2. Asas Kepastian Hukum (Certainty Principle)

Prinsip ini menuntut agar ketentuan perpajakan dirumuskan
secara jelas dan mudah dipahami oleh para wajib pajak. Dengan
adanya kepastian hukum, mereka dapat mengetahui secara pasti hak
dan kewajiban perpajakannya, termasuk jumlah pajak yang harus
dibayar, prosedur pembayarannya, serta batas  waktu
pelaksanaannya. Kejelasan ini sangat penting untuk menghindari
konflik serta mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan
administrasi pajak.

3. Asas Efisiensi (Efficiency Principle)

Prinsip  efisiensi menekankan pentingnya pelaksanaan
pemungutan pajak dengan cara yang hemat biaya dan tidak rumit. Hal
ini bertujuan untuk menekan beban administrasi, baik bagi otoritas
pajak maupun bagi wajib pajak sendiri. Dengan pendekatan ini, sistem
perpajakan dapat berjalan secara efektif tanpa menyia-nyiakan
sumber daya yang tersedia.

4. Asas Kepentingan Umum (Public Interest Principle)

Prinsip ini menyoroti bahwa pemungutan pajak bertujuan untuk
mendanai kebutuhan publik dan mendukung proses pembangunan
nasional. Dana yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk
menyediakan berbagai layanan dan fasilitas umum, seperti sarana
infrastruktur, sektor pendidikan, serta layanan kesehatan yang
memberikan manfaat langsung kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. Asas Keterbukaan (Transparency Principle)

Prinsip transparansi mengharuskan agar seluruh informasi
terkait perpajakan tersedia dan dapat diakses oleh publik. Tujuan dari
keterbukaan ini adalah untuk mencegah terjadinya korupsi serta
menjamin bahwa pemungutan pajak berlangsung dengan adil dan



dapat dipertanggungjawabkan.

6. Asas Kepatuhan Sukarela (Voluntary Compliance Principle)

Prinsip ini menitikberatkan pada peran kesadaran diri dan
kemauan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya secara sukarela. Untuk mendukung hal tersebut,
pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang
sederhana, transparan, dan mudah dijangkau, sehingga kepatuhan
dapat tercapai tanpa tekanan atau pemaksaan.

2.4. Lembaga yang Berperan dalam Sistem Hukum Perpajakan
Beberapa institusi yang memiliki peran sentral dalam
pembentukan dan pelaksanaan hukum perpajakan adalah:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga di bawah
naungan Kementerian Keuangan yang memiliki tanggung jawab utama
dalam menyusun dan menjalankan kebijakan serta pedoman teknis
terkait perpajakan. Selain itu, DJP menjalankan fungsi edukasi,
pelayanan, dan komunikasi dengan masyarakat, serta mengelola
pengumpulan informasi dan data pajak. Tugas lainnya mencakup
pelaksanaan pemeriksaan, penagihan, serta penindakan terhadap
pelanggaran hukum di bidang perpajakan.

2. Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak merupakan institusi peradilan khusus yang
berfungsi menyelesaikan perselisihan di bidang perpajakan. Lembaga
ini bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir
dalam menangani perkara antara wajib pajak dan otoritas pajak.
Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak bersifat mengikat dan
tidak dapat diajukan banding ke lembaga peradilan lain di luar sistem



perpajakan.

3. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) adalah institusi yang
dibentuk untuk menangani konflik perpajakan melalui jalur
penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi dan konsiliasi.
Lembaga ini bertujuan menyediakan penyelesaian yang adil dan
efisien bagi para pihak yang bersengketa, tanpa harus menempuh
proses hukum di pengadilan.

4. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kementerian Keuangan memegang peranan strategis dalam
sistem hukum perpajakan, khususnya dalam menyusun kebijakan
fiskal dan merancang regulasi perpajakan. Melalui unit Hukum Fiskal,
kementerian ini bertugas menelaah serta menyusun draf peraturan
perundang-undangan, sekaligus memberikan pendapat hukum dalam
penyelesaian isu-isu perpajakan.

2.5. Reformasi dan Harmonisasi Regulasi Perpajakan

Reformasi perpajakan dapat dimaknai sebagai suatu proses
transformasi sistematis terhadap kerangka kebijakan dan administrasi
perpajakan dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil
secara distributif, efisien dalam pelaksanaan, transparan dalam
pengelolaan, serta adaptif terhadap dinamika ekonomi domestik
maupun global. Secara substantif, reformasi ini diarahkan untuk
meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, memperluas
basis penerimaan pajak, serta mengoptimalkan fungsi pajak sebagai
instrumen fiskal yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas
ekonomi nasional.



Fokus reformasi dan harmonisasi regulasi perpajakan adalah
sebagai berikut:
a. Penyederhanaan Struktur dan Ketentuan Perpajakan
Penguatan Basis Data dan Digitalisasi Sistem
Perluasan Basis Pajak
Peningkatan Kepatuhan Sukarela
Harmonisasi Peraturan Pusat dan Daerah

A

Penyesuaian dengan Standar Internasional

Perubahan dan penyesuaian aturan perpajakan merupakan
dasar krusial dalam pengembangan sistem pajak yang lebih modern
serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini berkontribusi
dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, menambah
penerimaan negara secara stabil, dan membantu menekan
ketimpangan ekonomi.

2.6. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan elemen
krusial dalam memastikan bahwa wajib pajak menaati ketentuan yang
berlaku. Walaupun berbagai langkah reformasi telah ditempuh,
implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan vyang
kompleks. Berikut adalah hambatan yang dihadapi dalam penegakan
hukum pajak:

1. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagian besar wajib pajak, baik perorangan maupun
perusahaan, masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah
dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman,
tidak efektifnya penegakan sanksi, serta pandangan yang kurang
positif terhadap fungsi pajak bagi masyarakat.



2. Keterbatasan Data dan Informasi

Kerbatasnya akses terhadap informasi keuangan dan
kepemilikan aset wajib pajak menjadi kendala dalam menjalankan
fungsi pengawasan serta penegakan aturan perpajakan. Selain itu,
belum optimalnya integrasi data antar lembaga serta pemanfaatan
teknologi digital turut memperlemah efektivitas pengawasan.

3. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Pajak

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) dinilai belum mencapai tingkat optimal, terutama dalam
aspek audit, investigasi, dan penyelesaian perkara hukum. Kondisi ini
menegaskan urgensi pengembangan kompetensi teknis serta
penguatan integritas aparatur sebagai bagian dari upaya memperkuat
penegakan hukum di bidang perpajakan.

4. Penghindaran dan Pengelakan Pajak

Fenomena penghindaran pajak yang bersifat legal (tax
avoidance) maupun pengelakan pajak secara ilegal (tax evasion) masih
marak ditemui dalam praktik perpajakan. Penggunaan skema yang
rumit seperti manipulasi harga transfer, pemanfaatan yurisdiksi pajak
rendah (tax haven), serta rekayasa struktur transaksi, kerap
menyulitkan otoritas pajak dalam proses identifikasi dan penindakan.

5. Proses Hukum yang Panjang dan Kompleks

Tahapan penyidikan, pemeriksaan, hingga penyelesaian
sengketa dalam sistem perpajakan kerap berlangsung dalam jangka
waktu yang panjang. Tidak sedikit perkara perpajakan yang berujung
pada proses litigasi di pengadilan, dengan putusan yang terkadang
kurang memberikan efek jera atau tidak sejalan dengan prinsip
penegakan hukum yang tegas.



6. Korupsi dan Konflik Kepentingan

Korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam
proses pemeriksaan pajak tetap menjadi persoalan serius dalam
penegakan hukum perpajakan. Kondisi ini berdampak pada
menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak
dan berpotensi mengurangi efektivitas pemberian sanksi sebagai alat
penjera.

7. Perubahan Regulasi yang Cepat

Perubahan regulasi perpajakan yang terjadi secara
berkelanjutan namun minim upaya sosialisasi yang efektif
menimbulkan kesulitan adaptasi, baik bagi para wajib pajak maupun
bagi aparat penegak hukum yang bertugas menjalankannya.

2.7. Solusi Strategis dalam Penegakan Hukum Pajak

a. Digitalisasi sistem perpajakan untuk transparansi dan efisiensi.

b. Peningkatan kerja sama antarnegara untuk memerangi
penghindaran pajak lintas batas.

¢. Penguatan kapasitas SDM dan lembaga hukum pajak.

d. Penyederhanaan regulasi agar lebih mudah dipahami dan
ditegakkan.

e. Penerapan sanksi yang tegas dan adil.
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PRINSIP DASAR AKUNTANSI
PAJAK

Oleh: Sariana Damis, S. Ak., M. Ak., ZCP.

3.1. Pengertian Akuntansi Pajak

Pajak adalah sumber dominan dari pendapatan Negara yang
dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan umum, termasuk
kepentingan pribadi individu. Selain itu, pajak berperan sebagai alat
untuk mencapai tujuan Negara, seperti peningkatan pendidikan,
kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran nasional. Pemungutan pajak
oleh pemerintah merupakan sumber penerimaan Negara yang paling
signifikan. Penerimaan Negara dari pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpjakan. Sebab, pembayaran pajak oleh masyarakat akan
kembali kepada mereka dalam bentuk tidak langsung, seperti
pengeluaran rutin dan proyek pembangunan yang bermanfaat bagi
rakyat (Muhammad Arifai, dkk, 2024).

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi
Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
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besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak menurut Djajadiningrat, pajak sebagai suatu
kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang
disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi
tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk
memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi ini menggambarkan keadaan pajak yang lebih komplit
bahwa pajak bukan suatu hukuman dari pemerintah untuk rakyatnya,
melainkan sebagai kewajiban yang telah diundangkan oleh
pemerintah serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung,
tetapi akan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat
(Jumaiyah & Wahidullah, 2021).

Akuntansi pajak adalah proses pencatatan, pengklasifikasian,
dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas yang berhubungan
dengan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang
berlaku.

Akuntansi pajak adalah sebuah cabang khusus dalam bidang
akuntansi yang berkembang karena adanya peraturan perpajakanyang
memerlukan pengetahuan khusus. Hal ini melibatkan prinsip-prinsip
dasar yang diatur dalam undang-undang perpjakan dan dipengarubhi
oleh peran pajak dalam menerapkan kebijakan pemerintah. Tujuan
utama dari akuntansi pajak adalah menentukan jumlah pajak yang
harus dibayarkan berdasarkan laporan kuangan yang disiapkan oleh
perusahaan (Muhammad Arifai, dkk, 2024).

3.2. Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Pajak

Peranan pengusaha bongkar muat barang yang rangkaian
kegiatannya meliputi pekerjaan stevedoring, cargodoring dan
receiving/delivery dapat menunjang pembangunan ekonomi dan



meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi kelancaran dan
keamanan lalu lintas barang di Pelabuhan. Keadaan sekarang ini
banyak pihak pengguna jasa baik pengirim maupun penerima barang
yang kecewa dengan pelayanan jasa bongkar muat barang karena
banyaknya resiko yang timbul terhadap barang yang dikirim oleh
pengguna jasa, sehingga mengakibatkan kerugian. Oleh sebab itu,
harus ada kejelasan tanggung jawab dari perusahaan bongkar muat
barang, kejelasan resiko terhadap barang yang dikirim oleh pengguna
jasa. Berikut adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam
pelaksanaan akuntansi pajak:

1. Prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan

Prinsip ini mengharuskan entitas untuk menaati seluruh
ketentuan perpajakan yang berlaku, baik Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh),
maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam praktiknya, setiap
transaksi yang memiliki implikasi perpajakan harus didokumentasikan
dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
untuk menghindari sanksi administratif dan pidana pajak.

2. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Pajak

Pajak diakui sebagai beban dan kewajiban pada saat transaksi
yang menimbulkan pajak tersebut terjadi. Misalnya, pajak penghasilan
diakui pada saat pendapatan diperoleh dan diukur berdasarkan tarif
pajak yang sesuai. Pengukuran yang tepat penting agar tidak terjadi
kekeliruan dalam pelaporan, yang dapat berdampak pada nilai
kewajiban pajak yang harus dibayar.

3. Prinsip Kewajaran dan Kehati-hatian
Dalam menyusun laporan keuangan yang memuat informasi
perpajakan, perusahaan wajib menggunakan pertimbangan yang



wajar dan prinsip kehati-hatian, terutama ketika menghadapi
ketidakpastian (misalnya dalam penentuan tarif pajak atau insentif
fiskal). Prinsip ini bertujuan agar laporan tidak menyesatkan dan
mencerminkan kondisi keuangan yang realistis.

4. Prinsip Konsistensi

Metode dan kebijakan yang digunakan dalam pencatatan serta
pelaporan pajak harus diterapkan secara konsisten dari periode ke
periode. Konsistensi ini memungkinkan perbandingan kinerja
keuangan antar periode dan meningkatkan kredibilitas laporan
keuangan. lJika terjadi perubahan metode karena peraturan baru,
maka perubahan tersebut harus diungkapkan secara jelas dalam
catatan atas laporan keuangan.

5. Prinsip Perbedaan Akuntansi Komersial dan Fiskal

Akuntansi komersial disusun untuk kepentingan pemangku
kepentingan internal dan eksternal (seperti pemilik dan investor),
sedangkan akuntansi fiskal disusun untuk kepentingan perpajakan.
Perbedaan prinsip dan metode pencatatan antara keduanya sering kali
menimbulkan koreksi fiskal, baik positif maupun negatif, yang harus
diperhatikan dalam pelaporan SPT Tahunan.

6. Prinsip Matching (Kecocokan Pendapatan dan Beban)

Prinsip ini menyatakan bahwa beban pajak harus dicatat dalam
periode yang sama dengan pendapatan yang dikenai pajak tersebut.
Hal ini penting untuk menyajikan laporan laba rugi yang
mencerminkan realitas ekonomi, serta menghitung kewajiban pajak
secara lebih akurat.



7. Prinsip Materialitas

Prinsip ini menekankan bahwa hanya informasi yang material

atau signifikan terhadap pengambilan keputusan pengguna laporan

keuangan yang perlu diungkapkan. Dalam konteks akuntansi pajak,

informasi mengenai utang pajak, aset pajak tangguhan, atau klaim atas

restitusi pajak yang material wajib dicantumkan secara lengkap.

3.3. Tujuan Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki tujuan sebagai
berikut:

a.

Sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Pajak
Penghasilan.

. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan

barang kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Menghitung besarnya pajak yang terhutang baik Pajak
Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.

Memberi peluang menggunakan beberapa Keputusan
Pemerintah, hanya untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan
pembukuan.

Sebagai dasar pertahanan Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak
atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus
penyidikan pajak.

3.4. Kerangka Dasar Akuntansi Pajak

Kerangka dasar untuk Akuntansi Pajak dalam penyusunan

Laporan Keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi bagi

otoritas pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

a.

Laporan keuangan meliputi neraca dan laba rugi, ditambah
informasi lain; rincian aktiva tetap sebagai pelengkap SPT.
Laporan utama adalah Laporan Laba Rugi Fiskal. Dengan



demikian proper matching cost against revenue merupakan
konsep terpenting dalam akuntansi pajak, terutama pada
penghasilan dimana banyak sekali penetapan pajak final.

b. Tanggung jawab menyusun laporan keuangan fiscal terletak
pada wajib pajak.

c. Posisi keuangan tergambar pada neraca, penting untuk
mengetahui potensi pajak jangka panjang,misalnya deficit fiscal
yang dapat dikompensasikan dengan laba fiscal tahun terakhir,
hutang pajak, pembayaran dimuka seperti PPH pasal 23 dan
pasal 25 dan kelebihan membayar pajak.

3.5. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan dalam hal Wajib Pajak melakukan
pembukuan meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi Komprehensif,
Laporan Perubahan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan, laporan lain serta materi penjelasan yang
merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan. Laporan Keuangan
harus mengikuti standar akuntansi keuangan bila diterbitkan untuk
orang lain, seperti investor sekarang dan investor potensial, karyawan,
pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan,
pemerintah serta lembaga-lembaganya, termasuk Direktorat Jenderal
Pajak, dan masyarakat.

1. Ciri Kualitatif Laporan Keuangan Fiskal
Laporan Keuangan Fiskal harus memenuhi ciri secara kualitatif
dalam memberikan informasi keuangan berkenaan dengan pajak. Ciri
kualitatif yang harus dipenuhi Laporan Keuangan untuk Fiskal adalah:
a. Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa pajak.
b. Sensitivitas informasi, bukan materialitas.
c. Laporan Keuangan Fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad
baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk



f.

apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto (deductible expenses) adalah beban untuk
mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang
merupakan obyek pajak yang dihitung dari penghasilan neto.
Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama
untuk kompensasi kerugian, utang-piutang antar periode, dan
perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut
konsistensi kebijakan akuntansi pajak.

Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir
bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.

Akuntansi Pajak harus independen terhadap Akuntansi
Komersial. Apabila Akuntansi Komersial tidak mampu
rnenerbitkan Laporan Keuangan tepat waktu, Akuntansi Pajak
harus mampu menerbitkan Laporan Keuangan Fiskal sendiri.
Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam
penyusunan Laporan Keuangan Fiskal.

2. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Fiskal yaitu laporan yang disusun khusus

untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua

peraturan perpajakan. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk

menyusun laporan keuangan fiscal, maka hal-hal yang perlu tercakup

dalam laporan keuangan fiscal terdiri dari:

a.

b
C.
d

0]

Neraca Fiskal

. Perhitungan Laba Rugi dan perubahan laba yang ditahan

Penjelasan laporan keuangan fiscal

. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan

Keuangan Fiskal.
Ikhtisar kewajiban pajak
Laporan Arus Kas



Laporan Keuangan mempunyai peran penting dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi
Direktorat Jenderal Pajak. Untuk kepentingan pemenuhan kewajiban
perpajakan maka Akuntansi Komersial harus disesuaikan dengan
aturan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat perbedaan antara
prinsip dalam Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan
perpajakan, maka Undang-Undang Pajak yang memiliki prioritas
utama untuk dipatuhi oleh Wajib Pajak dan Fiskus, agar tidak
menimbulkan kerugian material baik bagi Wajib Pajak maupun.

3. Pendekatan Penyajian Laporan Akuntansi Pajak

Standar pengukuran dan pengakuan terhadap keuangan
komerisal (bisnis) adalah PSAK. Sedangkan untuk standar pengukuran
dan pengakuan terhadap Laporan Keuangan Fiskal adalah Undang-
Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Kedua laporan dimungkinkan
berbeda atau tidak sejalan. Perbedaan ini terjadi karena Laporan
Keuangan Fiskal mempunyai motivasi yang berbeda dengan Laporan
Keuangan Komersial, vyaitu untuk mempersempit terjadinya
pengikisan potensi pengenaan pajak. Pendekatan dalam penyusunan
laporan keuangan fiscal, yaitu:

a. Laporan Keuangan Fiskal disusun secara bersamaan dengan
Laporan Keuangan Komersial. Meskipun Laporan Keuangan
Komersial disusun berdasarkan PSAK tetapi ketentuan
perpajakan (prinsip Akuntansi pajak) sangat dominan dalam
mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Perusahaan
harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan
perpajakan tanpa ada kelonggaran sedikitpun terhadap
perbedaan antara PSAK dan peraturan perpajakan.

b. Laporan Keuangan Fiskal ekstra komptable dengan Laporan
Keuangan Komersial. Laporan Keuangan Fiskal sebagai produk
tambahan Laporan Keuangan Komersial. Laporan Keuangan



Fiskal disusun secara terpisah di luar proses pembukuan (ekstra
komptable) dengan melalui penyesuaian dan proses
rekonsiliasi.

3.6. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial

Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan
yang terjadi selama periode tertentu. Dari informasi tersebut,
manajemen atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengambil
suatu penilaian dan keputusan apa yang akan diambil terkait
mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi pajak merupakan
bagian dari akuntansi komersial. Dengan adanya akuntansi pajak,
wajib pajak dapat dengan mudah menyusun Surat Pemberitahuan
pajak. Secara umum, akuntansi komersial disusun dan disajikan
berdasarkan Standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan
(SAK). Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial
harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di
Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan antara
ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak, untuk keperluan
pelaporan dan pembayaran pajak maka Undang-Undang Perpajakan
memiliki prioritas untuk dipatuhi sehingga tidak menimbulkan
kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Dalam penerapan akuntansi pajak perlu dipahami dari setiap
transaksi yang terjadi pada suatu badan usaha apakah transaksi
tersebut mengandung objek dari PPh, PPN dan PPnBM serta PBB dan
BPHTB. Apabila transaksi mengandung objek pajak maka harus dibuat
nama perkiraannya sesuai dengan jenis pajak, sehingga memudahkan
untuk melakukan pencatatan pada jurnal umum.



Akuntansi Komersial Akuntansi Pajak

Menyediakan informasi yang | Digunakan untuk menyusun

menyangkut: SPT Syarat SPT:

a. Posisi Keuangan a. Pembukaan / Pencatatan
b. Kinerja b. Lampiran LK: BS, IS/
c. Perubahan posisi keuangan CashFlow

Disusun berdasarkan SAK
Laporan Keuangan: BS, IS,
Cash Flow dll.

Akun-akun dalam Akuntansi Pajak:
1. NERACA
a. ASET
1) Pajak dibayar dimuka. Disajikan sebagai Prepaid expense
dalam aset lancar. Terdiri dari:
a) PPh 22, PPh23, PPh24, dan PPh25
b) PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan
c) PPN Masukan
2) Aset Pajak Tangguhan (Deffered Tax Asset) Aset pajak
tangguhan disajikan dalam kelompok aset lain-lain.
b. KEWAJIBAN
1) Utang Pajak (Tax Payable) Utang pajak terdiri atas:
a) PPh 21, PPh23, PPh26, PPh 29
b) PPN Keluaran
2) (Deffered Tax Liability) Dalam neraca, kewajiban pajak
tangguhan disajikan diantara utang jangka pendek dan utang
jangka panjang.

2. RUGI LABA
a. Beban PPh (Income Tax Expense)
b. Penghasilan Pajak Tangguhan (Deffered Tax Income)



c. Beban pajak tangguhan (Deffered Tax Expense)

d. PBB, PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea
Meterai dicatat sebagai beban operasional (Operational
Expense)
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PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK
PAJAK PENGHASILAN (PPH)

Oleh: Hernianti Harun, S.Ak., M.Ak.

4.1. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber
penerimaan utama bagi pemerintah dalam rangka pembiayaan
negara. Dalam praktik akuntansi, perlakuan terhadap PPh menjadi
aspek penting karena mempengaruhi laporan keuangan suatu entitas.
Standar akuntansi mengatur bagaimana PPh harus diakui, diukur,
disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Artikel ini akan membahas konsep dasar PPh, perlakuan
akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku, serta implikasi bagi
laporan keuangan perusahaan. Selain itu, akan dijelaskan secara
mendalam mengenai pajak kini dan pajak tangguhan serta dampaknya
terhadap pengambilan keputusan manajerial.

4.2. Konsep Dasar Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap
penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan usaha dalam
satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan,
penghasilan yang dikenakan pajak mencakup:



a. Penghasilan Dari Usaha dan Pekerjaan Bebas
Penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas mencakup
pendapatan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha
yang menjalankan kegiatan usaha atau memberikan jasa secara
mandiri. Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh
pedagang, pengusaha kecil, dokter yang membuka praktik
sendiri, pengacara, notaris, dan profesi lainnya yang bekerja
secara independen.
b. Gaji dan tunjangan lainnya
Gaji merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan atas
pekerjaan yang dilakukan, baik di sektor swasta maupun
pemerintahan. Selain gaji pokok, pajak juga dikenakan pada
tunjangan lain seperti tunjangan makan, transportasi, bonus,
insentif, dan tunjangan hari raya (THR). Pajak yang dikenakan
atas penghasilan ini biasanya dipotong langsung oleh pemberi
kerja melalui mekanisme PPh Pasal 21.
¢. Keuntungan dari penjualan aset
Keuntungan dari penjualan aset atau capital gain adalah selisih
positif antara harga jual suatu aset dengan harga perolehannya.
Aset yang dikenai pajak dalam kategori ini meliputi properti,
saham, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Dalam
beberapa kasus, pajak atas capital gain dikenakan secara final
seperti dalam transaksi jual beli saham di bursa efek.
d. Dividen, bunga, dan royalti
1) Dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang
saham oleh perusahaan. Dividen yang diterima oleh wajib
pajak dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
2) Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari pinjaman
uang atau investasi dalam bentuk deposito, obligasi, atau
instrumen keuangan lainnya. Pajak atas bunga umumnya



bersifat final dan dipotong langsung oleh pihak yang
membayarkannya.

3) Royalti adalah pembayaran vyang diterima sebagai
kompensasi atas penggunaan hak cipta, hak paten, merek
dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Pajak atas
royalti dipungut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh.

. Penghasilan lainnya yang diatur dalam ketentuan perpajakan
Selain penghasilan-penghasilan yang disebutkan di atas, ada
berbagai bentuk penghasilan lain yang juga dikenakan pajak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh penghasilan
lainnya meliputi hadiah dari undian atau perlombaan, uang
pesangon, sewa atas tanah dan bangunan, serta penghasilan
yang diperoleh dari kegiatan ekonomi digital seperti
pendapatan dari YouTube atau bisnis online. Pajak Penghasilan
terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

1) PPh Pasal 21: Pajak atas penghasilan yang diterima oleh
karyawan atau pekerja dari pemberi kerja.

2) PPh Pasal 22: Pajak yang dipungut atas transaksi
perdagangan barang tertentu yang dilakukan oleh badan
usaha pemerintah maupun swasta.

3) PPh Pasal 23: Pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga,
royalti, sewa, dan jasa lainnya yang diterima oleh wajib pajak
dalam negeri.

4) PPh Pasal 25: Angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib
pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh.

5) PPh Pasal 29: Pajak yang harus dibayar apabila jumlah pajak
terutang lebih besar dari kredit pajak yang telah dibayar
selama tahun berjalan.



6) PPh Pasal 4 Ayat 2: Pajak yang bersifat final atas penghasilan
tertentu seperti bunga deposito, transaksi properti, dan
sewa tanah atau bangunan.

4.3. Perlakuan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan

Dalam akuntansi, Pajak Penghasilan dicatat berdasarkan
standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku. Standar yang
relevan adalah PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan. PSAK 46
mengatur perlakuan terhadap pajak kini dan pajak tangguhan.

1. Pajak Kini

Pajak kini adalah jumlah pajak yang terutang atas laba fiskal
suatu periode. Perhitungannya dilakukan berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku dan dicatat sebagai beban pajak pada laporan
laba rugi. Pajak kini umumnya dihitung dengan tarif pajak yang berlaku
dikalikan dengan laba kena pajak perusahaan.

Jurnal pencatatan pajak kini:
Beban Pajak Penghasilan xxx
Hutang Pajak Penghasilan xxx

Pajak kini harus dibayar kepada otoritas pajak dalam periode
yang telah ditetapkan. Jika perusahaan memiliki kelebihan
pembayaran pajak (misalnya karena angsuran pajak lebih besar dari
pajak yang terutang), maka akan dicatat sebagai aset pajak dibayar di
muka.

2. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan muncul akibat perbedaan temporer antara
laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan temporer dapat bersifat kini
(current temporary differences) dan masa depan (future temporary



differences), yang masing-masing dapat menciptakan aset pajak
tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan.

Aset Pajak Tangguhan muncul ketika laba fiskal lebih besar
daripada laba akuntansi sehingga pajak yang dibayar lebih tinggi dari
jumlah pajak yang seharusnya diakui dalam laporan keuangan.

Jurnal pencatatan aset pajak tangguhan:
Aset Pajak Tangguhan xxx
Beban Pajak Penghasilan xxx

Sebaliknya, Kewajiban Pajak Tangguhan muncul ketika laba
fiskal lebih kecil daripada laba akuntansi sehingga perusahaan
memiliki kewajiban pajak di masa depan.

Jurnal pencatatan kewajiban pajak tangguhan:
Beban Pajak Penghasilan xxx
Kewajiban Pajak Tangguhan xxx

Perbedaan temporer ini dapat terjadi karena berbagai faktor,
seperti:

a. Perbedaan metode penyusutan antara akuntansi dan
perpajakan

b. Pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda antara standar
akuntansi dan ketentuan perpajakan

c. Provisi dan cadangan yang tidak dapat dikurangkan langsung
dalam pajak fiscal

Studi Kasus dan Analisis dalam praktiknya, banyak perusahaan
menghadapi tantangan dalam mencatat dan melaporkan PPh dengan
benar. Studi kasus berikut memberikan gambaran nyata:



a. Kasus1
Perusahaan A mencatat perbedaan antara laba akuntansi dan
laba fiskal akibat perbedaan metode penyusutan aset tetap.
Jawaban:
Perbedaan ini terjadi karena metode penyusutan yang
digunakan dalam laporan keuangan berbeda dengan yang
diperbolehkan dalam peraturan pajak. Dalam akuntansi,
perusahaan A menggunakan metode garis lurus, sedangkan
dalam pajak menggunakan metode saldo menurun. Hal ini
menyebabkan perbedaan temporer yang mengakibatkan
pengakuan pajak tangguhan.

b. Kasus 2
Perusahaan B mengakui aset pajak tangguhan berdasarkan rugi
fiskal yang diperkirakan dapat dikompensasi dengan laba di
masa depan.
Jawaban:
Perusahaan B harus memastikan bahwa ada proyeksi laba yang
cukup untuk memanfaatkan rugi fiskal tersebut di masa depan.
Jika tidak ada kepastian yang memadai mengenai laba di masa
mendatang, aset pajak tangguhan seharusnya tidak diakui
karena tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam PSAK 46.

c. Kasus 3
Penyajian pajak tangguhan dalam laporan keuangan
perusahaan C yang mengalami perubahan tarif pajak akibat
kebijakan pemerintah.
Jawaban:
Jika tarif pajak berubah, perusahaan C harus menyesuaikan nilai
pajak tangguhan yang telah diakui berdasarkan tarif pajak yang
baru. Jika tarif pajak naik, maka liabilitas pajak tangguhan akan
meningkat dan berdampak pada beban pajak yang lebih tinggi.



Sebaliknya, jika tarif pajak turun, aset atau liabilitas pajak
tangguhan akan disesuaikan dengan nilai yang lebih rendah.

4.4. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Menurut PSAK 46, informasi mengenai pajak kini dan pajak
tangguhan harus disajikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan
mencakup:

a. Beban Pajak dalam Laporan Laba Rugi
Beban pajak dalam laporan laba rugi mencerminkan jumlah
pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang dalam satu
periode akuntansi. Beban pajak ini mencakup pajak kini yang
dihitung berdasarkan laba fiskal serta pajak tangguhan yang
timbul akibat perbedaan temporer dalam pencatatan
pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan
fiskal.

b. Rekonsiliasi Antara Laba Sebelum Pajak dan Beban Pajak
Rekonsiliasi ini diperlukan untuk menjelaskan perbedaan antara
laba akuntansi sebelum pajak dengan beban pajak yang dicatat
dalam laporan keuangan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan
oleh perbedaan permanen (misalnya, biaya yang tidak dapat
dikurangkan) atau perbedaan temporer (yang menyebabkan
munculnya pajak tangguhan). Rekonsiliasi ini membantu
pemangku kepentingan memahami bagaimana pajak dihitung
dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

c. Rincian Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan mencerminkan perbedaan waktu dalam
pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi komersial
dan perpajakan. Rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan
harus diungkapkan untuk menunjukkan bagaimana pajak akan
berpengaruh terhadap arus kas perusahaan di masa
mendatang. Aset pajak tangguhan biasanya muncul akibat



kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan di
tahun mendatang, sedangkan kewajiban pajak tangguhan
muncul karena adanya pajak yang akan dibayar di periode
berikutnya.

d. Kebijakan Akuntansi Terkait Pajak Penghasilan
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam perlakuan pajak
penghasilan harus diungkapkan secara jelas dalam catatan atas
laporan keuangan. Kebijakan ini mencakup metode pengakuan
pajak kini dan pajak tangguhan, tarif pajak yang digunakan, serta
pendekatan yang diambil dalam pengukuran kewajiban atau
aset pajak tangguhan. Pengungkapan ini memastikan
transparansi dalam pelaporan pajak perusahaan.

e. Dampak Perubahan Peraturan Pajak Terhadap Laporan
Keuangan
Setiap perubahan dalam peraturan perpajakan, seperti
perubahan tarif pajak atau kebijakan insentif pajak, harus
diungkapkan dalam laporan keuangan. Dampak perubahan
tersebut terhadap laporan laba rugi, aset dan kewajiban pajak
tangguhan, serta arus kas perusahaan harus dianalisis dan
dijelaskan secara rinci. Hal ini penting bagi investor dan pihak
berkepentingan lainnya untuk memahami bagaimana
perubahan regulasi pajak dapat mempengaruhi kinerja dan
posisi keuangan perusahaan.

Pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak
yang berlaku pada saat aset atau kewajiban pajak tangguhan
diharapkan akan direalisasikan atau diselesaikan.



4.5. Implikasi Pajak Penghasilan bagi Perusahaan

Perlakuan akuntansi terhadap PPh memiliki dampak yang

signifikan pada laporan keuangan perusahaan. Beberapa implikasi

utama meliputi:

a.

Menentukan jumlah Ilaba bersih setelah pajak, yang
mempengaruhi nilai bagi pemegang saham. Pajak penghasilan
memiliki dampak langsung terhadap laba bersih perusahaan.
Semakin besar beban pajak yang harus dibayar, semakin kecil
laba bersih yang tersisa bagi pemegang saham. Oleh karena itu,
perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan perencanaan
pajak guna mengurangi kewajiban pajak secara legal, seperti
dengan memanfaatkan insentif pajak, pengurangan pajak, atau
kompensasi rugi fiskal dari tahun sebelumnya.
Mempengaruhi rasio keuangan, seperti rasio profitabilitas dan
likuiditas. Pajak penghasilan juga berpengaruh terhadap rasio
keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas, seperti return on
assets (ROA) dan return on equity (ROE), akan menurun apabila
beban pajak tinggi. Selain itu, likuiditas perusahaan dapat
terpengaruh karena kewajiban pajak yang harus dibayarkan
dalam jangka pendek dapat mengurangi kas yang tersedia untuk
operasional atau investasi. Oleh karena itu, manajemen
keuangan harus merencanakan pembayaran pajak dengan baik
agar tidak mengganggu kestabilan keuangan perusahaan.
Berpengaruh terhadap strategi perencanaan pajak untuk
mengoptimalkan efisiensi pajak dan meningkatkan laba bersih.
Perusahaan perlu menerapkan strategi perencanaan pajak yang
tepat guna meminimalkan kewajiban pajak secara sah.
Beberapa strategi yang umum digunakan antara lain:
1) Memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh
pemerintah, seperti tax holiday atau pengurangan tarif pajak
untuk industri tertentu.



2) Menyusun struktur bisnis yang efisien, seperti penggunaan
anak perusahaan di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih
rendah.

3) Mengelola waktu pengakuan pendapatan dan beban
sehingga dapat mengoptimalkan perbedaan temporer dalam
pajak tangguhan.

4) Memanfaatkan skema kompensasi rugi fiskal untuk
mengurangi laba kena pajak pada tahun berjalan. Dengan
perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengurangi
beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang
berlaku.

Dampak terhadap arus kas perusahaan, terutama dalam
pengelolaan pembayaran pajak kini dan pajak tangguhan.
Pajak penghasilan dapat mempengaruhi arus kas perusahaan,
terutama dalam pengelolaan pajak kini dan pajak tangguhan.
Pajak kini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam
periode berjalan, sehingga perusahaan harus mengalokasikan
dana yang cukup untuk memenuhi pembayaran tersebut. Di
sisi lain, pajak tangguhan dapat memberikan fleksibilitas
dalam pembayaran pajak di masa mendatang.

Apabila perusahaan memiliki aset pajak tangguhan, ini dapat
digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak di tahun-tahun
mendatang, yang pada akhirnya meningkatkan arus kas
bersih. Sebaliknya, kewajiban pajak tangguhan dapat
menyebabkan perusahaan harus membayar pajak lebih besar
di masa depan. Oleh karena itu, manajemen perlu
mempertimbangkan implikasi jangka panjang dalam
mengelola pajak tangguhan agar tidak berdampak negatif
terhadap keuangan perusahaan.



Strategi perencanaan pajak yang baik memungkinkan
perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara sah dan
sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kesimpulan

Perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan sangat penting
dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dengan memahami prinsip-
prinsip akuntansi pajak kini dan pajak tangguhan sesuai PSAK 46,
perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan vyang lebih
transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengungkapan
yang memadai juga membantu pemangku kepentingan dalam
memahami implikasi pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan.
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AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

Oleh: Aulia Nurany Meydi, CP.NNLP., S.Pd.Ak., M.M., CHRA.

5.1.Konsep Dasar PPN dan PPnBM
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak konsumsi yang
dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam
setiap tahap produksi dan distribusi. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah
diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PPN dikenakan atas:
1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak; 2. Impor BKP;
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.

2. Dasar Pengenaan PPN

Dasar pengenaan pajak dalam PPN dapat berupa harga jual,
penggantian, nilai ekspor, atau nilai impor. Tarif PPN umum yang
diberlakukan sejak 1 April 2022 adalah sebesar 11%, sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 7 UU HPP. Pemerintah juga diberi kewenangan



untuk mengubah tarif PPN paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

3. Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM dikenakan atas penyerahan BKP tertentu yang tergolong
mewah oleh produsen dan atas impor barang mewah oleh importir.
Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 UU PPN, PPnBM merupakan
instrumen fiskal yang bersifat selektif dengan mempertimbangkan
beberapa aspek, seperti:

Konsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;
Pengendalian konsumsi barang mewah;
Perlindungan terhadap produsen kecil atau lokal;

a 0 T o

Aspek keadilan dan pemerataan beban pajak.

4. Objek dan Subjek Pajak

Objek pajak dalam PPN dan PPNnBM mencakup barang dan jasa
tertentu yang dikonsumsi di dalam negeri. Subjek PPN adalah
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang dan
jasa kena pajak. Subjek PPNnBM umumnya adalah produsen dan
importir barang mewah. Tidak semua barang dikenakan PPnBM, hanya
barang yang memenuhi kriteria kemewahan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 dan peraturan
pelaksana lainnya.

5. Barang dan Jasa Tidak Kena PPN

Terdapat sejumlah barang dan jasa yang dikecualikan dari
pengenaan PPN berdasarkan Pasal 4A UU PPN. Contoh barang yang
tidak dikenai PPN antara lain makanan dan minuman yang disajikan di
tempat makan, barang hasil pertambangan tertentu, dan kebutuhan
pokok. Sedangkan jasa yang tidak dikenai PPN meliputi jasa pelayanan
kesehatan, pendidikan, jasa keuangan, dan jasa angkutan umum.



5.2.Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Serta Sistem PPN dan
PPnBM
1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau

JKP yang dikenai pajak dan telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) sebagai PKP. Kewajiban PKP antara lain:

a. Memungut dan menyetor PPN.

b. Menerbitkan faktur pajak.

c. Melaporkan SPT Masa PPN.

d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

2. Faktur Pajak
Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP
saat melakukan penyerahan BKP/JKP. Faktur pajak wajib memuat:

Q

. ldentitas penjual dan pembeli.

b. Nomor seri faktur.

c. Jenis dan jumlah barang/jasa.

d. Harga jual dan PPN yang dipungut.

Ada dua jenis faktur pajak:
a. Faktur pajak keluaran, dibuat saat menjual BKP/JKP.
b. Faktur pajak masukan, diterima saat membeli BKP/JKP.

3. Kredit Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Salah satu prinsip PPN adalah mekanisme kredit pajak, yaitu
PPN yang dibayar atas pembelian (pajak masukan) dapat dikreditkan
dengan PPN yang dipungut atas penjualan (pajak keluaran). Jika:
a. Pajak keluaran > pajak masukan - wajib setor selisihnya.
b. Pajak masukan > pajak keluaran - kelebihan dapat
dikompensasi atau diminta restitusi.



4. SPT Masa PPN
SPT Masa PPN adalah laporan bulanan yang wajib disampaikan
oleh PKP, berisi informasi:
a. Total penyerahan dan pembelian kena pajak.
b. PPN keluaran dan masukan.
c. Jumlah pajak yang harus dibayar.
Batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir.

5. Pelaporan melalui e-Faktur dan e-SPT

Seiring perkembangan teknologi informasi, DJP mewajibkan
pelaporan PPN dan PPnBM melalui sistem e-Faktur. Aplikasi ini
memungkinkan pembuatan, pengunggahan, dan pelaporan faktur
pajak secara daring serta terintegrasi dengan sistem DJP.

Adapun pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui e-SPT atau
DJP Online. Wajib pajak harus memastikan seluruh transaksi telah
dicatat dan dilaporkan secara akurat agar dapat menghindari sanksi
administratif maupun pemeriksaan pajak.

6. Pemeriksaan dan Sanksi

DJP berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan
PPN dan PPnBM oleh wajib pajak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian
atau kekeliruan, DJP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
dan mengenakan sanksi administrasi, termasuk denda, bunga, dan
kenaikan pajak.

5.3. Akuntansi PPN
1. Pencatatan Pajak Masukan

PPN masukan dicatat sebagai akun “PPN Masukan” dalam
neraca sebagai aset lancar, karena bersifat bisa dikreditkan.



Contoh Jurnal:
Pembelian BKP:

Persediaan Barang Dagang Rp 100.000.000
PPN Masukan Rp 11.000.000
Kas/Utang Dagang Rp 111.000.000

2. Pencatatan Pajak Keluaran

PPN keluaran dicatat sebagai akun “PPN Keluaran” dalam
kelompok kewajiban jangka pendek karena merupakan pajak yang
dipungut dan harus disetor.
Contoh Jurnal:
Penjualan BKP:

Kas/Piutang Usaha Rp 111.000.000
Penjualan Rp 100.000.000
PPN Keluaran Rp 11.000.000

3. Pencatatan Pembayaran PPN

Pada akhir masa pajak, jika PPN keluaran > PPN masukan, maka
selisihnya disetor ke kas negara.
Contoh Jurnal:

PPN Keluaran Rp 11.000.000
PPN Masukan Rp 9.000.000
Kas Rp 2.000.000

Jika PPN masukan lebih besar, maka dicatat sebagai kompensasi.
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5.4. Akuntansi PPnBM
1. Perlakuan Akuntansi PPnBM

PPnBM tidak dapat dikreditkan dan tidak dapat dibebankan ke
biaya. Oleh karena itu, PPNnBM atas pembelian dicatat sebagai bagian
dari harga perolehan barang.

Contoh Jurnal (pembelian barang mewah):

Persediaan Barang Mewah Rp 120.000.000
Kas/Utang Dagang Rp 120.000.000

(PPN dan PPnBM termasuk dalam harga beli karena tidak bisa
dikreditkan)

2. Penjualan Barang Kena PPnBM

Saat menjual barang mewah, PKP wajib memungut PPN dan
PPnBM, lalu menyetorkannya ke kas negara.
Contoh Jurnal Penjualan Barang Mewah:

Piutang Usaha/Kas Rp 154.000.000
Penjualan Rp 100.000.000
PPN Keluaran Rp 11.000.000
PPnBM Terutang Rp 43.000.000

Jika tarif PPNBM adalah 40% dan PPN 11%.

5.5. Contoh Kasus dan Studi Praktis
1. Studi Kasus PPN

PT Maju Bersama membeli barang dagangan senilai
Rp50.000.000 ditambah PPN 11%. Kemudian menjualnya seharga
Rp75.000.000 + PPN.

Jurnal Pembelian:
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Persediaan Dagang Rp 50.000.000
PPN Masukan Rp 5.500.000
Utang Dagang Rp 55.500.000

Jurnal Penjualan:

Piutang Usaha Rp 83.250.000
Penjualan Rp 75.000.000
PPN Keluaran Rp 8.250.000

Rekonsiliasi Akhir Bulan:

PPN Keluaran Rp 8.250.000
PPN Masukan Rp 5.500.000
Kas Rp 2.750.000

2. Studi Kasus PPnBM
PT Mewah Lestari menjual kendaraan mewah

Rp500.000.000, dikenakan PPN 11% dan PPnBM 40%.
Perhitungan:

e PPN=11% x 500 juta = Rp55.000.000

e PPnBM =40% x 500 juta = Rp200.000.000

e Total tagihan = Rp755.000.000
Jurnal Penjualan:

senilai

Piutang Usaha/Kas Rp 755.000.000
Penjualan Rp 500.000.000

PPN Keluaran Rp 55.000.000

PPnBM Terutang Rp200.000.000
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5.6. Pengkreditan PPN Masukan dan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran
1. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

PPN Masukan atas perolehan barang dan jasa kena pajak dapat
dikreditkan dengan PPN Keluaran sepanjang memenuhi ketentuan
formal dan material. Kredit pajak ini dilakukan pada masa pajak yang
sama atau paling lambat tiga bulan setelah masa perolehan.

Adapun ketentuan pengkreditan diatur secara rinci dalam Pasal
9 UU PPN dan peraturan pelaksanaannya. PPN Masukan tidak dapat
dikreditkan apabila tidak memiliki faktur pajak atau tidak berhubungan
langsung dengan kegiatan usaha.

2. PPN Tidak Dapat Dikreditkan
Beberapa jenis PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan,
antara lain:
1. PPN atas pembelian barang yang bukan untuk kegiatan usaha
(seperti konsumsi pribadi);
2. PPN atas biaya hiburan, representasi, dan kendaraan bermotor
kecuali untuk disewakan atau digunakan oleh jasa transportasi;
3. PPN Masukan dari Pengusaha Non-PKP.

3. Pengembalian Kelebihan Pajak (Restitusi)

Apabila jumlah PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran,
wajib pajak berhak mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran
tersebut. Proses restitusi diatur melalui PMK Nomor 209/PMK.03
/2021 yang memberikan perlakuan cepat bagi wajib pajak tertentu
(misalnya PKP berisiko rendah atau pemegang KITE). Namun demikian,
restitusi dapat memicu pemeriksaan oleh DJP guna memastikan
validitas transaksi dan kelayakan pengembalian.



Penutup

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah merupakan jenis pajak tidak langsung yang berperan besar
dalam sistem perpajakan nasional. Keduanya memiliki mekanisme
tersendiri, baik dari segi pemungutan, pelaporan, maupun
pencatatannya dalam laporan keuangan.

Akuntansi PPN mengandalkan prinsip pengkreditan antara pajak
masukan dan pajak keluaran, sedangkan PPnBM bersifat final dan
tidak dapat dikreditkan. Pemahaman yang tepat akan memperkuat
tata kelola keuangan perusahaan dan menghindarkan dari kesalahan
administratif dan sanksi perpajakan.

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan sistem pencatatan
dan dokumentasi faktur pajak secara tertib dan elektronik. Selanjutnya
wajib pajak hendaknya selalu mengikuti perubahan regulasi
perpajakan yang dinamis, terutama dalam hal tarif, prosedur restitusi,
dan pengkreditan pajak, dan juga pemerintah diharapkan terus
menyosialisasikan dan menyederhanakan aturan teknis agar
implementasi PPN dan PPnBM lebih efisien di lapangan.
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PERPAJAKAN
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6.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merrupakan kontribusi wajib yang dibayarkan
oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah tanpa
imbalan langsung. Hal ini digunakan dalam membiayai
penyelenggaraan pemeritahan dan pembangunan daerah. Pajak
dipungut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku di tingkat Daerah. Secara umum pajak Daerah dibagi menjadi
dua klasifikasi meliputi:

a. Pajak Provinsi, yang dipungut oleh pemerintahan Provinsi,
contohnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota, hal ini dipungur oleh pemerintah
Kabupaten/Kota, Contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi Serta Bangunan
Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).



6.2. Pengertian Retribusi

Retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran
dari jasa maupun pemberian izin tertentu yang secara khusus
disediakan dan diberikan oleh pemerintah Daerah dalam kepentingan
orang pribadi maupun Badan. Pajak dan Retribusi daerah merupakan
bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan
pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekwensi otonomi,
daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen
pembiayaan(Himawan Estu Bagijo, 2011). Menurut Undang-Undang
No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),
retribusi Daerah: Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
maupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan
diberikan oleh pemerintah dalam kepentingan orang pribadi maupun
Badan. Untuk Jenis retribusi Daerah yaitu: Retribusi Jasa Umum,
Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

6.3. Dasar Hukum Pajak Daerah Dan Retribusi

Undang-Undang No.1 Tahun 2002 mengenai hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (UU
HKPD). Kemudian UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan
retribusi Daerah berisi: Pengaturan jenis pajak provinsi dan
Kabupaten/Kota, ketentuan umum perpajakan Daerah dan tata cara
pemungutan, Sanksi administrasi dan pidana. Untuk peraturan
pemerintah terkait pelaksanaan UUHKPD seperti PP No. 35 tahun 2003
mengenai ketentuan umum pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain
peraturan tersebut ada Peraturan Daerah (Perda), setiap Daerah wajib
membuat perda dalam menetapkan dan pemungutan pajak retribusi
berdasarkan potensi wilayah. Pemerintah daerah diberi wewenang
melakukan pemungutan yang berupa pajak dan atau retribusi daerah
sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004.



Hal ini menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan
kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,
termasuk pendanaan melalui retribusi. Retribusi harus berdasarkan
peraturan daerah dan mempertimbangkan keadilan, efisiensi, dan
daya dukung masyarakat.

6.4. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dikelompok menjadi tiga: a) Retribusi Jasa
Umum berkaitan dengan pelayanan publik yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah seperti (pelayanan kesehatan, pelayanan
kebersihan, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir di tepi jalan
umum dan pelayanan pengendalian hewan). b) Retribusi jasa usaha
berkaitan dengan pemanfaatan aset atau layanan daerah secara
komersial, seperti (pemakaian kekayaan Daerah, Pelayanan pasar
tradisional, pelayanan terminal, pelayanan tempat pariwisata dan
pelayanan pelabuhan). c¢) Retribusi Perizinan tertentu berkaitan
dengan pemberian izin pemerintah Daerah dalam kegiatan tertentu,
seperti (izin mendirikan bangunan, Izin Trayek, Izin Usaha Industri dan
Izin Lingkungan).

Retribusi Daerah mempunyai karakteristik meliputi: a) Retribusi
yang dipungut oleh pemerintah Daerah. b) Dalam pengutipannya
terdapat suatu paksaan secara ekonomis. c) Retribusi dikenakan pada
setiap orang maupun badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah
diberikan. d). Adanya suatu kontraprestasi secara langsung dapat
ditunjuk (Harefa & Tampubolon, 2021).

6.5. Peran Pajak Daerah Dalam Pembangunan Daerah

Pajak Daerah tentunya mempunyai peran strategis dalam
menunjang pembangunan Daerah karena sumber utama Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Berikut ini beberapa peran pentingnya:



a. Sumber Pembiayaan Pembangunan, digunakan dalam
membiayai berbagai program pembangunan yang berkaitan
dengan infrastruktur, pendidikan dan keehatan masyarakat
serta pembangunan ekonomi lokal.

b. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah, dengan menggali
potensi pajak secara optimal maka Daerah bisa mengurangai
ketergantungan dana transfer pusat (DAU atau DBH). Hal ini
keuangan Daerah lebih mandiri dan berkelanjutan.

c. Mendorong pemerataan dan keadilan sosial, Pajak daerah
memnungkinkan pemerintan dalam menyediakan layanan
publik yang merata, memberikan suatu subsidi kepada
masyarakat dan membiayai program sosial serta pemberdayaan
masyarakat.

d. Menumbuhkan Partisipasi Dan Kepedulian Masyarakat. Adanya
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak maka,
masyarakat akan merasa memiliki dan ikut dalam mengawasi
jalannya pembangunan.

e. Instrumen Pengendalian Ekonomi Lokal. Melalui pengaturan
tarif dan kebijakan pajak, pemerintah bisa mengatur aktivitas
ekonomi di Daerah, seperti memberikan insentif pajak untuk
investasi atau sektor prioritas.

Pajak Asli Daerah (PAD) yang tidak signifikan dalam anggaran
karena tidak lepas dari sistem tax assignment di Indonesia yang masih
memberikan kewenangan penuh kepada pemerintahanpusat dalam
mengumpulkan pajak yang potensial contohnya pajak penghasilan,
pajak pertambahan nialai dan bea masuk. Distribusi kewenangan
perpajakan antara daerah dan pusat sangat timpang yaitu jumlah
penerimaan pajak yang dipungut daerah sebesar 3,39% dari total
penerimaan pajak (Nuraini, 2014).



Solusi mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah
memberikan dana alokasi umum. dana tersebut bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi Dana
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana Alokasi Khusus
(DAK). Dana perimbangan bertujuan dalam membantu daerah dalam
mendanai kewenangannya, juga dapat digunkan untuk mengurangi
kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah serta dapat
digunakan untuk meminimalisasi resiko terjadinya kesulitan (Pratama
et al., 2021).

6.6. Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Pajak Daerah
Merupakan bagian penting dalam akuntansi pemerintahan,
yang berpedoman pada prinsip dan standar akuntansi berbasis akrual,
yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengakuan adalah kapan
pendapatan pajak Daerah dicatat dalam laporan keuangan.
Berdasarkan SAP pendapatan dari pajak Daerah dapat diakui saat hak
untuk menerima kas timbul ketikab pajak terutang oleh wajib pajak
dan tidak bergantung pada kapan kas diterima. Pada umumnya, dalam
Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah diakui 3
pendapatan(Paturusi et al., 2022), yaitu:
a. Saat diterima pada RKN atau RKD diakui pendapatan LRA.
b. Saat munculnya kewajiban pendapatan diakui pendapatan
laporan operasional.
c. Saat pendapatan diwujudkan saat terjadinya arus sumberdaya
perekonomian ke perusahaan diakui pendapatan laporan
operasional.

Pengukuran merupakan suatu proses penentuan nilai moneter
dari pendapatan pajak yang diakui. Menurut SAP pendapatan dapat
diukur berdasarkan jumlah bruto pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Kemudian tidak dikurangi biaya penagihan maupun biaya lainnya.



Pemerintah daerah harus berupaya menggali potensi pendapatan asli
daerah, baik pajak daerah maupun retribusi daerah, agar tidak
sepenuhnya bergantung pada Dana Perimbangan dari Pemerintah
Pusat (Situmorang & Mahadi, 2023).

6.7. Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pajak Daerah
Sistem dan prosedur akuntansi pajak Daerah merupakan
serangkaian proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan
transaksi pendapatan pajak daerah yang dilakukan secara sistematis
dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah. Tujuannya dapat
menyediakan informasi keuangan yang andal tentang pendapatan dari
pajak Daerah. Mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan Daerah. Mempermudah proses pengawasan, evaluasi, dan
pengambila keputusan. Komponen Sistem Akuntansi Pajak Daerah
yaitu:
a. Dokumen: SPTPD, SKPD, SSPD, STPD, Jurnal dan Bukti setor
b. Catatan akuntansi berisi: jurnal, buku besar, register piutang.
c. Laporan keuangan: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Operasional (LO), Neraca, CALK.
d. Unit Pengelola: Badan Pendapatan Daerah, Badan pengelolaan
keuangan dan aset daerah, Inspektorat sebagai pegawas
internal.

Prosedur Akuntansi Pajak Daerah ada beberapa langkah,
sebagai berikut:
a. Penerbitan SKPD atau SPTPD.
b. Penerimaan Kas yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas.
c. Pencatatan dalam sistem akuntansi dapat dicontohkan sebagai
sebagai berikut:



Saat terutang
Piutang Pajak Daerah XXX
Pendapatan Pajak Daerah  xxx

Saat Dibayar:
Kas Daerah xxx
Piutang Pajak Daerah xxx

Jika berbasis kas untuk laporan realisasi anggaran:
Kas Daerah  xxx
Pendapatan Pajak Daerah xxx

d. Pengendalian internal seperti rekonsiliasi antara buku Kkas,
register piutang, dan data pelaporan. Kemudian audit internal
oleh inspektorat atau BPK.

e. Pelaporan yang meliputi: Laporan Realisasi anggaran, Laporan
operasional, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

6.8. Pencatatan Akuntansi Retribusi

Sumber pendapatan asli daerah terbentuk dari penerimaan
pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil pengurusan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Dengan adanya
implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah diminta dapat
mengelola kinerja keuangan daerahnya dengan baik (Nasriah &
Harimurti, 2024). Pencatatan keuangan dapat dilakukan menggunakan
basis akrual. Akun yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Piutang Retribusi dan Kas Daerah. Contoh pencatatan
jurnalnya, sebagai berikut:

a. Saat timbul hak dan retribusi
Debit: Piutang Retribusi Daerah
Kredit: Pendapatan Retribusi Daerah



b. Saat pembayaran retribusi diterima
Debit: Kas Daerah
Kredit: Piutang Retribusi Daerah

6.9. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tujuan Pelaporan
Keuangan
Pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (misalnya UU
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), yaitu:
a. Tertib yaitu sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.
b. Efisien, dimana menggunakan sumber daya secara optimal dan
hemat.
c. Efektif, berarti mencapai tujuan program secara tepat sasaran.
d. Transparan yaitu Informasi keuangan terbuka dan dapat diakses
publik.
e. Akuntabel adalah bertanggung jawab dalam penggunaan
anggaran.
f. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, untuk setiap
kegiatan keuangan harus sesuai hukum.

Mardiasmo (2009), mengemukakan bahwa tujuan umum
laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan adalah: a). Untuk
memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban
(accountability) dan pengelolaan (stewarship). b). Untuk memberikan
informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan
organisasional.

Peningkatan penerimaan pajak Daerah dapat tercapai dengan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi
perpajakan, secara langsung berkontribusi pada peningkatan PAD.



PAD yang lebih tinggi memberikan pemerintah daerah lebih banyak
sumber daya untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas,
termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan
kesehatan. Dengan demikian, pajak daerah menjadiinstrumen penting
dalam membiayai kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan
ekonomi lokal. Pajak Daerah akan kembali kepada rakyat dalam
memajukan kesejahteraan dan kemajuan Daerah, perlu adanya
pengendalian dan manajemen pengelolaan keuangan yang baik agar
efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Harefa &
Tampubolon, 2021).

6.10. Permasalahan Dalam Akuntansi Retribusi Daerah

a. Pencatatan belum menggunakan basis acrual secara penuh.
Banyak pemerintah daerah masih menggunakan basis kas dalam
pencatatan retribusi yang seharusnya sudah acrual seseuai PP
No. 71 tahun 2010 tentang SAP. Hal ini menyebabkan piutang
retribusi tidak diakui, sehingga informasi keuangan tidak
menggambarkan posisi yang sebenarnya.

b. Sumber daya manusia akuntansi yang kurang kompeten.
Pegawai yang bertugas mencatat retribusi tidak jarang belum
memahami akuntansi pemerintahan berbasis acrual. Hal ini
menyebabkan banyak kesalahan dalam jurnal dan laporan.

c. Sistem informasi keuangan belum optimal. Banyak Daerah
belum sepenuhnya menggunakan aplikasi pengelolaan
keuangan modern (Contohnya SIMDA, SIPKD). Pencatatan
manual meningkatkan risiko human error dan manipulasi data.

d. Kurangnya pengawasan internal. Pengawasan terhdap
pemungutan dan pencatatan retribusi sangat rendah. Persoalan
ini dapat membuka peluang kebocoran pendapatan,
ketidaksesuaian antara jumlah yang dipungut dan yang dicatat.

e. Kapatuhan masyarakat rendah. Banyak masyarakat yang kurang



disisplin dalam membayar pajak (Contohnya retribusi pasar dan
parkir). Hal ini akan berdampak pada piutang retribusi yang
besar untuk tidak tertagih.

f. Tidak adanya pemisahan pendapatan untuk setiap jenis
retribusi. Beberapa daerah tidak memisahkan pencatatan
dalam setiap jenis retribusi yang berbeda. Hal ini seharusnya
menjadi perhatian penting karena untuk menunjukkan
akuntabilitas dan pengawasan.

Badan Pendapatan Daerah merupakan organisasi yang memiliki
tanggungjawab dalam pemungutan pendapatan Daerah melalui
pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi bagi hasilpajak
dana primbangan dan lain-lain. Penerapan sistem akuntansi yang
sudah diterapkanoleh Badan pendapatan Daerah yaitu pada saat
pencatatan transaksi keuangan tidak dijurnal hanya dicatat di buku kas
umum (Hafziah & Begawati, 2020).

Kesimpulan

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama
Pendaatan Asli Daerah yang harus dicatatsesuai dengan prinsip
akuntansi akuntansi berbasis akrual. Akuntansi perpajakan Daerah
bertujuan dalam menciptakan pencatatan yang transparan, akurat,
dan akuntabel. Namun, pada praktiknya masih ditemukan kendalan
seperti pencatatan manual, kurangnya sumber daya manusia yang
ahli, dan lemahnya pengawasan yang berdampak pada optimalisasi
penerimaan Daerah. Hal ini perlu adanya penguatan sistem akuntansi
dan peningkatan kapasitas aparatur Daerah.



Referensi

Hafziah, Y., & Begawati, N. (2020). Analisa Penerapan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
Universitas Ekasakti Padang, 2, 1-23.

Harefa, K., & Tampubolon, K. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020).
JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia,
9(2).

Himawan Estu Bagijo. (2011). Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai
Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur). Perspektif, Volume
XVI(1), him. 13.

Mardiasmo. (2009). No TitleMardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor
Publik.Yogyakarta: ANDI.

Nasriah, A., & Harimurti, F. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Daerah ,
Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang
Dipisahkan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (
Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar ). 2(1), 472-483.

Nuraini, N. (2014). Pajak dan Retrebusi Daerah. Journal Development,
2(2), 1-14.

Paturusi, N., Karamoy, H., & Pangerapan, S. (2022). Analisis
Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 6(1), 1023-1032.

Pratama, S. A., Kristiyanti, L., & Pardanawati, S. L. (2021). Pengaruh
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Alokasi Umum Terhadap
Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2019. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 2019-2022.



Situmorang, D., & Mahadi, W. (2023). Analysis of the Effectiveness of
Regional Taxes and Retributions and Their Contribution To
Regional Original Income in the West Part of Seram District.
Mount Hope Economic Global Journal, 1(2), 11-24.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (2009).



o/s

ﬁmm
Resuls§uanimplementasij ) | INO)

7 %7 X 7 /\

PENCATATAN DAN
PELAPORAN PAJAK DALAM
LAPORAN KEUANGAN

Oleh: Nurwani, S.E., M.Ak., Ak., CA.

Dalam dunia bisnis modern, kewajiban perpajakan tidak hanya
menjadi aspek hukum yang harus dipatuhi oleh setiap entitas, tetapi
juga menjadi bagian integral dari sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan. Pajak, sebagai kontribusi wajib kepada negara, memiliki
pengaruh langsung terhadap laporan laba rugi, posisi keuangan, dan
arus kas perusahaan. Oleh karena itu, pencatatan dan pelaporan pajak
harus dilakukan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan standar
akuntansi serta peraturan perpajakan yang berlaku.

Laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas bisnis tidak
hanya digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan
internal, tetapi juga oleh pihak eksternal seperti investor, kreditur,
auditor, dan otoritas pajak. Dalam konteks ini, informasi mengenai
kewajiban dan beban pajak menjadi sangat penting karena
mencerminkan komitmen keuangan entitas kepada negara dan dapat
mempengaruhi persepsi pihak ketiga terhadap tingkat kesehatan
keuangan perusahaan.



Selain itu, akuntansi pajak memiliki kompleksitas tersendiri
karena harus menjembatani dua sistem yang berbeda yakni sistem
akuntansi (komersial) yang berdasarkan prinsip akuntansi berterima
umum, dan sistem perpajakan yang berdasarkan undang-undang dan
peraturan pajak. Ketidaksesuaian antara dua sistem ini sering kali
menimbulkan perbedaan dalam pengakuan pendapatan, biaya, dan
laba, yang pada akhirnya berdampak pada perhitungan pajak terutang.
Oleh karena itu, penting bagi praktisi akuntansi dan perpajakan untuk
memahami bagaimana mencatat dan melaporkan transaksi
perpajakan secara tepat dalam laporan keuangan.

Pajak merupakan elemen penting dalam akuntansi keuangan
karena menyangkut kewajiban entitas kepada negara yang dapat
berdampak langsung terhadap posisi keuangan dan arus kas. Dalam
penyusunan laporan keuangan, perlakuan akuntansi terhadap pajak
harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan
ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bab ini akan membahas secara menyeluruh bagaimana
pencatatan pajak dilakukan dalam sistem akuntansi, bagaimana
pengaruhnya terhadap laporan keuangan, serta bagaimana entitas
dapat menyajikan informasi pajak secara wajar sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku. Pembahasan akan mencakup jenis-jenis pajak,
perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal, serta pengakuan
pajak kini dan pajak tangguhan, yang menjadi aspek penting dalam
penyusunan laporan keuangan yang informatif dan andal.

7.1. Jenis Pajak dalam Konteks Akuntansi

Dalam praktik akuntansi, terdapat berbagai jenis pajak yang
harus dicatat dan dilaporkan oleh entitas bisnis. Setiap jenis pajak
memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda,
tergantung pada sifat transaksi, pihak yang menanggung pajak, serta
waktu pengakuan dan pembayaran. Pemahaman yang tepat terhadap



jenis-jenis pajak ini sangat penting agar pencatatan dan pelaporan
pajak dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan akurat.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun
badan.

a. PPh Badan (Pasal 25 dan Pasal 29)

1) PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang
dibayar setiap bulan dan dihitung berdasarkan SPT Tahunan
tahun sebelumnya.

2) PPh Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran pajak yang
harus dibayar setelah dilakukan pelaporan SPT Tahunan.

3) Saat perhitungan akhir tahun dan muncul kekurangan bayar
(PPh 29)

b. PPh Potong/Pungut

1) PPh Pasal 21, atas penghasilan karyawan (gaji, honor,
tunjangan).

2) PPh Pasal 23, atas pembayaran jasa, sewa, dividen, bunga,
dan royalti kepada pihak ketiga.

3) PPh Pasal 22, dipungut oleh instansi pemerintah atau badan
tertentu atas transaksi barang.

4) PPh Pasal 26, atas pembayaran kepada wajib pajak luar
negeri.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
a. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa
kena pajak di wilayah Indonesia, umumnya sebesar 12%.
b. PPnBM adalah pajak tambahan atas barang tertentu yang
dianggap mewah.



Pada akhir periode, PPN Masukan dan PPN Keluaran
direkonsiliasi, dan selisihnya dilaporkan ke kantor pajak.

3. Pajak Daerah dan Retribusi
Pajak daerah dikenakan oleh pemerintah daerah dan berbeda-
beda tergantung pada lokasi. Contohnya:
a. Pajak reklame
b. Pajak restoran
c. Pajak kendaraan bermotor (untuk kendaraan atas nama
perusahaan)

4. Bea Masuk dan Cukai

Bea masuk dikenakan atas impor barang, sedangkan cukai
dikenakan atas barang tertentu seperti rokok, minuman beralkohol,
dil.

Masing-masing jenis pajak memiliki waktu pengakuan, metode
pembayaran, dan perlakuan akuntansi tersendiri. Perbedaan ini perlu
dicermati agar pencatatan akuntansi tidak hanya mencerminkan
kepatuhan terhadap standar keuangan, tetapi juga sejalan dengan
regulasi perpajakan yang berlaku.

7.2. Perbedaan Pajak Komersial dan Fiskal
Dalam praktik akuntansi dan perpajakan, sering kali muncul
perbedaan antara laba menurut laporan keuangan (komersial) dengan
laba menurut ketentuan perpajakan (fiskal). Perbedaan ini timbul
karena tujuan dari laporan keuangan dan pelaporan pajak berbeda:
a. Laporan keuangan komersial disusun untuk memberikan
gambaran yang wajar mengenai posisi keuangan dan kinerja
perusahaan kepada pihak internal dan eksternal.



b. Pelaporan pajak disusun untuk menghitung besarnya pajak
terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis:
perbedaan tetap (permanent differences) dan perbedaan temporer
(temporary differences).

1. Perbedaan Tetap (Permanent Differences)

Perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan
laba fiskal yang tidak akan dibalik di masa depan. Artinya, perbedaan
ini bersifat final dan tidak berdampak pada pajak tangguhan.

Contoh Perbedaan Tetap:
Biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal (non-deductible
expense):

a. Biaya entertainment tanpa bukti lengkap

b. Sumbangan yang tidak diatur secara khusus dalam UU PPh

c. Denda dan sanksi administratif pajak
Contoh Kasus: Perusahaan mencatat biaya jamuan makan klien
sebesar Rp. 10.000.000 di laporan laba rugi. Namun, tidak ada bukti
yang sah sesuai ketentuan perpajakan.

a. Komersial: Biaya dicatat sebagai beban - mengurangi laba.

b. Fiskal: Tidak boleh dikurangkan - ditambahkan kembali saat

rekonsiliasi fiskal.

2. Perbedaan Temporer (Temporary Differences)

Perbedaan temporer terjadi karena adanya perbedaan waktu
pengakuan pendapatan atau biaya antara akuntansi dan perpajakan.
Perbedaan ini akan dibalik pada periode berikutnya, sehingga
menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Contoh Perbedaan Temporer:



Penyusutan Komersial vs Fiskal

a.
b.

Komersial: Metode garis lurus
Fiskal: Metode saldo menurun/ganda dengan masa manfaat
lebih singkat

Contoh Kasus: Suatu aset senilai Rp 100.000.000 disusutkan:

a.

Komersial (garis lurus 5 tahun): Beban penyusutan per tahun =
Rp 20.000.000

Fiskal (saldo menurun, 25%): Tahun pertama = Rp 25.000.000 -
Selisih Rp 5.000.000 akan menimbulkan liabilitas pajak
tangguhan, karena beban fiskal lebih besar di awal,
menyebabkan laba kena pajak lebih kecil untuk sementara
waktu.

3. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba

sebelum pajak menurut laporan keuangan komersial dengan

penghasilan kena pajak menurut fiskal. Ini adalah tahap penting dalam

penyusunan SPT Tahunan PPh Badan.

Langkah-Langkah Rekonsiliasi:

a.
b.

Ambil laba sebelum pajak dari laporan keuangan.

Tambahkan kembali biaya yang tidak boleh dikurangkan secara
fiskal.

Kurangkan penghasilan yang tidak dikenakan pajak (penghasilan
final).

Hitung koreksi terhadap perbedaan temporer.

e. Hasilnya adalah penghasilan kena pajak.

4. Implikasi Akuntansi dan Perpajakan

a.

Perbedaan tetap - berdampak pada perhitungan pajak kini
(current tax), tidak memengaruhi pajak tangguhan.



b. Perbedaan temporer - berdampak pada pengakuan pajak
tangguhan, baik aset maupun liabilitas.

Perbedaan antara pajak komersial dan fiskal adalah hal yang
wajar dan sering terjadi, namun harus dipahami dengan baik oleh
setiap praktisi akuntansi dan pajak. Pengetahuan yang mendalam
tentang perbedaan tetap dan temporer akan membantu dalam
menyusun rekonsiliasi fiskal secara benar dan memastikan kewajiban
pajak dicatat secara akurat dalam laporan keuangan.

7.3. Pencatatan Akuntansi Pajak)

Pencatatan pajak dalam akuntansi bertujuan untuk
mencerminkan kewajiban dan hak perpajakan perusahaan secara
akurat dalam laporan keuangan. Pajak dapat muncul sebagai beban,
aset, atau utang, tergantung pada jenis dan kondisi transaksi yang
terjadi. Pencatatan dilakukan sesuai prinsip akuntansi dan peraturan
perpajakan yang berlaku, serta mempertimbangkan timing pengakuan
pajak dan transaksinya.

a. Pencatatan Pajak Dibayar di Muka
Pajak dibayar di muka adalah pajak yang telah disetor terlebih
dahulu dan akan dikompensasikan saat pelaporan pajak,
biasanya di akhir tahun. Umumnya muncul dari
pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Ketika disetorkan
ke kas negara oleh pihak pemotong: (tidak dicatat oleh
perusahaan pemotongan, namun akan terlihat dalam e-Bupot).
Saat pelaporan akhir tahun, pajak ini akan dikompensasikan
terhadap pajak terutang.
b. Pencatatan Utang Pajak

Ketika suatu transaksi menyebabkan timbulnya kewajiban

pajak, namun pembayaran belum dilakukan, maka dicatat

sebagai utang. Contoh: Perusahaan menghitung beban pajak



penghasilan akhir tahun sebesar Rp 100.000.000, tapi belum
dibayar.

c. Pembayaran Pajak
Ketika perusahaan membayar pajak (misalnya PPh 25, PPh 29,
atau PPN): Contoh: Pembayaran PPh Pasal 29 sebesar Rp
20.000.000.

d. Pencatatan PPN Masukan dan Keluaran
Saat membeli barang kena pajak, Misalnya membeli persediaan
senilai Rp 11.000.000 (termasuk PPN 12%):
1) Nilai barang: Rp 9.909.909
2) PPN Masukan: Rp 1.090.091
Saat menjual barang kena pajak, Menjual barang senilai Rp
22.000.000 (termasuk PPN):
1) Nilai penjualan: Rp 19.819.819
2) PPN Keluaran: Rp 2.180.181
Saat melaporkan dan menyetor PPN, Jika PPN keluaran lebih
besar dari PPN masukan, maka perusahaan harus membayar
selisihnya.

e. Koreksi dan Penyesuaian
Kadang perusahaan harus melakukan koreksi terhadap
pencatatan pajak karena:
1) Perubahan tarif
2) Kesalahan pengakuan
3) Ketidaksesuaian antara pembukuan dan faktur pajak

Pencatatan akuntansi pajak merupakan bagian penting dalam
pengelolaan keuangan perusahaan. Setiap jenis pajak baik yang
dibayar di muka, ditanggung, maupun disetor belakangan harus
dicatat secara akurat sesuai prinsip akuntansi dan ketentuan
perpajakan. Kesalahan pencatatan dapat berdampak pada laporan
keuangan dan potensi sanksi perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi



setiap entitas memiliki sistem pencatatan pajak yang baik, lengkap
dengan dokumentasi yang mendukung.

7.4. Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan muncul dari perbedaan temporer (temporary
differences), yaitu perbedaan antara nilai tercatat aset atau liabilitas
dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya (tax base)
yang akan dibalik pada periode mendatang. Perbedaan temporer ini
dapat menimbulkan dua jenis pajak tangguhan:
a. Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax  Asset/DTA)
- Muncul ketika laba fiskal lebih besar dari laba komersial -
kelebihan bayar pajak kini akan dikompensasikan di masa
depan.
b. Liabilitas Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liability/DTL)
- Muncul ketika laba komersial lebih besar dari laba fiskal -
kekurangan bayar pajak kini akan dibayar di masa depan.

Penyajian dalam Laporan Keuangan Sesuai PSAK 46, entitas
harus menyajikan:
a. Beban pajak kini dan pajak tangguhan secara terpisah dalam
laporan laba rugi.
b. Aset/liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi
keuangan sebagai bagian dari aset tidak lancar atau liabilitas
jangka panjang.

1. Perlakuan atas Pajak Tangguhan Tidak Diakui

Dalam praktik, tidak semua aset pajak tangguhan dapat diakui.
Aset pajak tangguhan hanya diakui jika besar kemungkinan bahwa
entitas akan memperoleh penghasilan kena pajak pada masa depan
untuk dimanfaatkan. Contoh kasus tidak diakui Rugi fiskal perusahaan
besar dan belum menunjukkan prospek laba, serta tidak ada dasar



untuk pemulihan selisih temporer.

2. Penyusutan dan Penghapusan Aset Pajak Tangguhan

Ketika perbedaan temporer dibalik (misalnya karena aset
disusutkan penuh atau piutang yang dikoreksi fiskal telah terealisasi),
maka aset/liabilitas pajak tangguhan dihapuskan. Pajak tangguhan
mencerminkan dampak masa depan dari perbedaan perlakuan
akuntansi dan fiskal. Pengelolaan dan pencatatan yang tepat terhadap
pajak tangguhan membantu laporan keuangan mencerminkan beban
pajak yang lebih realistis dan sesuai prinsip akuntansi. Pemahaman
mengenai jenis perbedaan temporer serta penggunaan tarif pajak
yang tepat sangat krusial dalam menyusun perhitungan dan jurnal
pajak tangguhan secara akurat.

7.5. Penyajian Pajak dalam Laporan Keuangan

Penyajian pajak dalam laporan keuangan merupakan aspek
krusial dalam menggambarkan dampak pajak terhadap kinerja dan
posisi keuangan entitas. Penyajian ini meliputi pajak kini, pajak
tangguhan, serta utang dan aset pajak yang harus disajikan secara
jelas, andal, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
(SAK/PSAK).

1. Prinsip Umum Penyajian Pajak
Dalam laporan keuangan, pajak dipisahkan menjadi dua
kategori utama:
a. Pajak Kini, yaitu pajak penghasilan yang terutang atas
penghasilan kena pajak dalam satu periode fiskal.
b. Pajak Tangguhan, yaitu pajak yang timbul akibat perbedaan
temporer antara nilai tercatat aset atau liabilitas menurut
laporan keuangan komersial dengan dasar pengenaan pajaknya.



2. Penyajian dalam Laporan Laba Rugi

Pajak disajikan dalam laporan laba rugi sebagai beban pajak

penghasilan, yang terdiri dari:

a.
b.

Beban pajak kini
Beban/manfaat pajak tangguhan

3. Penyajian dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Dalam neraca, penyajian terkait pajak mencakup:

Aset Pajak Tangguhan: Kelebihan pembayaran pajak atau
potensi manfaat pajak di masa depan.

Liabilitas Pajak Tangguhan: Kewajiban pajak masa depan yang
timbul dari perbedaan temporer kena pajak.

Utang Pajak: Kewajiban pajak kini yang belum disetor pada akhir
periode pelaporan.

4. Penyajian di Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK)

o 0 T o

Dalam CaLK, perusahaan wajib mengungkapkan secara rinci:
Kebijakan akuntansi terkait pajak.

Rekonsiliasi beban pajak berdasarkan laba komersial dan fiskal.
Rincian aset/liabilitas pajak tangguhan dan asal-usulnya.
Informasi pajak yang belum terselesaikan atau posisi pajak yang
belum pasti.

5. Standar Akuntansi Terkait (PSAK 46)

PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan mengatur:
Pengakuan dan pengukuran pajak kini dan tangguhan.

. Pengakuan aset pajak tangguhan hanya jika kemungkinan besar

(probable) akan ada laba kena pajak di masa depan.

Perbedaan tetap tidak menciptakan pajak tangguhan.
Perbedaan temporer menimbulkan pajak tangguhan jika dapat
diandalkan.



6. Kesalahan Umum dalam Penyajian Pajak

a. Menggabungkan seluruh pajak dalam satu akun, tanpa
memisahkan pajak penghasilan dan pajak lainnya.

b. Tidak mencatat pajak tangguhan, padahal terdapat perbedaan
temporer material.

c. Tidak menyajikan utang pajak pada neraca, walaupun ada
beban pajak kini.

d. Pengungkapan CalK vyang terlalu minim, sehingga tidak
informatif bagi pengguna laporan.

Penyajian pajak yang akurat, informatif, dan patuh pada PSAK
adalah fondasi dari laporan keuangan yang dapat diandalkan. Selain
memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan,
penyajian yang baik juga mencerminkan tata kelola yang baik dan
kepatuhan fiskal yang kuat. Pemisahan antara pajak kini, tangguhan,
dan pengungkapan fiskal harus dilakukan secara sistematis agar
transparansi dan akuntabilitas keuangan tetap terjaga.

7.6. Tantangan dan Praktik Umum di Lapangan

Dalam praktik sehari-hari, pencatatan dan pelaporan pajak
dalam laporan keuangan tidak selalu berjalan mulus. Banyak entitas
menghadapi tantangan teknis, operasional, hingga keterbatasan
pemahaman antara aspek akuntansi dan aspek perpajakan.
Ketidaksesuaian ini bisa berdampak pada kualitas laporan keuangan
dan kepatuhan fiskal perusahaan.

1. Tantangan Umum di Lapangan
a. Perbedaan Pemahaman antara Akuntansi dan Perpajakan
Akuntansi bersifat akrual, sementara perpajakan cenderung kas
atau realisasi. Contohnya, Pendapatan sudah diakui secara
akuntansi namun belum dikenakan pajak karena belum diterima



(terutang PPN belum dibayar).

b. Ketidakteraturan dalam Dokumentasi
Banyak perusahaan tidak memiliki bukti pendukung yang
memadai untuk transaksi yang dilaporkan. Misalnya, Tidak ada
faktur pajak atas pengeluaran tertentu yang diklaim sebagai
pengurang pajak.

¢. Kurangnya Pemisahan Akun untuk Pajak
Pajak sering dicatat dalam satu akun besar (“Pajak-pajak”),
tanpa pemisahan antara PPN, PPh 21, PPh 23, PPh Badan, PBB,
dil.

d. Rekonsiliasi Fiskal yang Tidak Rinci
Banyak perusahaan tidak membuat rekonsiliasi fiscal yang
sistematis antara laba komersial dan fiskal. Akibatnya,
pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sering tidak konsisten
dengan laporan keuangan.

e. Ketidaksesuaian Tarif dan Peraturan Pajak Terkini
Perusahaan sering lambat mengadopsi perubahan tarif pajak
atau kebijakan fiskal, misalnya perubahan tarif PPh Badan dari
25% ke 22%.

2. Praktik Umum dan Kesalahan yang Sering Terjadi
Kesalahan Dampak Contoh

. . Laporan keuangan tidak Cadangan piutang
Tidak mencatat pajak . L o
mencerminkan beban  diakui tapi tidak
tangguhan ] ) o
pajak masa depan dikoreksi fiskal

Biaya sumbangan
Laba fiskal lebih kecil = sosial dicatat
risiko sanksi pajak sebagai beban

Pengakuan biaya non-
deductible tanpa

koreksi .
operasional

Kesalahan dalam Kesalahan laporan Pajak final dicatat



Kesalahan Dampak Contoh

klasifikasi akun keuangan dan SPT sebagai utang PPh
biasa
Tidak memisahkan PPN pembelian tidak

Potensi koreksi saat

pajak masukan & dipisahkan dari

pemeriksaan pajak

keluaran beban usaha

Beban disusutkan

Tidak menyesuaikan

Ketidaksesuaian fiskal  secara fiskal lebih

jurnal saat koreksi

fiskal

dan komersial besar tapi tidak
dicatat

7.7. Strategi Menghadapi Tantangan

a.

Pemahaman yang Terpadu

Tim akuntansi dan pajak harus memahami konsep fiskal dan

akuntansi secara bersamaan.

Pembuatan Rekonsiliasi Fiskal Terintegrasi

Buat lampiran koreksi fiskal rutin saat tutup buku, bahkan

sebelum SPT disusun.

Pemisahan Akun Pajak dalam Pembukuan

Gunakan akun berbeda untuk setiap jenis pajak

Penerapan PSAK 46 secara Konsisten

1) Catat pajak tangguhan berdasarkan perbedaan temporer
yang nyata.

2) Perbaharui secara berkala tarif dan ketentuan vyang
digunakan.

Audit Internal atas Pajak

Lakukan audit internal atas catatan dan pelaporan pajak secara

berkala, minimal per semester.



7.8. Teknologi sebagai Solusi
a. Gunakan software akuntansi dan e-SPT yang terintegrasi.
b. Terapkan sistem ERP yang mengelola modul akuntansi dan
pajak sekaligus.
c. Otomatiskan rekonsiliasi fiskal dengan dashboard khusus.

Tantangan dalam pencatatan dan pelaporan pajak tidak hanya
berasal dari regulasi yang berubah, tetapi juga dari praktik internal
perusahaan yang kurang cermat. Dengan memahami praktik umum
dan kesalahan vyang sering terjadi, serta menerapkan strategi
preventif, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelaporan pajak
dan menghindari risiko fiskal. Di era digital, kolaborasi antara
teknologi, akuntansi, dan kepatuhan pajak menjadi kunci sukses
pengelolaan pajak yang efisien dan transparan.
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TANTANGAN DAN TREN
MASA DEPAN DALAM
AKUNTANSI PERPAJAKAN

Oleh: Hilda Kumala Wulandari, S.E., M.Si.

8.1. Tantangan dalam Akuntansi Perpajakan

Akuntansi merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan
keadaan selama periode tertentu dengan tujuan menilai kinerja
maupun kondisi perusahaan yang berguna bagi pihak-pihak yang
berkepentingan. Didalam dunia perpajakan menggunakan pencatatan
ataupun pembukuan dengan lingkup yang sempit dibandingkan
dengan dunia akuntansi yang luas. Menurut Agoes S (2016) Akuntansi
pajak adalah penerapan akuntansi disesuaikan dengan peraturan
perpajakan. Undang-undang perpajakan di Indonesia yang menganut
system self assessment, dimana dalam sistem ini Wajib Pajak (WP)
diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar
dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya.
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak
(WP) untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak, objek
pajak/ bukan objek pajak ataupun harta kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.




Akuntansi perpajakan sangatlah penting, karena menekankan
pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak (misalnnya WP
badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan
pajaknya karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan
pajak oleh apparat pajak. Akuntansi perpajakan merupakan bidang
yang dipengaruhi oleh perubahan teknologi, regulasi serta kondisi
politik dan ekonomi. Dalam menghadapi masa depan, para
professional dibidang ini perlu mengantisipasi berbagai tantangan
mendatang yang akan membentuk praktik akuntansi dibidang
perpajakan.

Pada era perkembangan zaman sekarang ini, akuntansi
perpajakan menghadapi banyak tantangan baik dari perubahan
regulasi maupun kemajuan teknologi serta ekonomi global. Berikut
dibawah ini merupakan beberapa tantangan yang akan dihadapi
dimasa yang mendatang:

1. Regulasi Pajak yang Kompleksitas

Pemerintah secara rutin memperbarui kebijakan perpajakan
yang disesuaikan dengan kebutuhan fiskal, dinamika ekonomi serta
mencegah praktik penghindaran dan pengelakan pajak. Perubahan
regulasi seringkali bersifat mendadak dan kurang disosialisasikan
dengan baik, sehingga akan menimbulkan kesulitan wajib pajak dan
akuntan dalam mengetahui dan mengimplementasikannya dengan
tepat. Perubahan regulasi mencakup pengenalan jenis pajak baru,
misalnya pajak atas transaksi digital serta penyesuaian tarif dan skema
pemungutan pajak. Bagi Akuntan perpajakan, hal ini menuntut
kemampuan untuk mengikuti perkembangan kebijakan, memahami
dan membaca perundang-undangan yang terbaru, serta
menginterpretasikan aturan perpajakan secara akurat. Menurut Sari
(2021) di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik



(PMSE), penerapannya masih menghadapi kendala teknis dan
koordinasi antarinstansi.

2. Ketidaksesuaian antara Peraturan Pajak dengan Standar
Akuntansi

Pada kenyataan dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara
prinsip-prinsip dalam standar akuntansi dengan ketentuan
perpajakan. Misalnya, pada pengakuan pendapatan atau pencatatan
biaya, pendekatan akuntansi yang berbasis akrual sering kali tidak
selaras dengan pendekatan berbasis kas atau aturan fiskal tertentu.
Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan
yang konsisten dengan laporan perpajakan, serta menambah beban
kerja akuntan dalam melakukan rekonsiliasi data, dan juga perbedaan
ini menimbulkan peluang kesalahan administratif maupun celah
manipulasi jika tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, tantangan
kedepan adalah “bagaimana harmonisasi antara standar akuntansi
keuangan dan aturan perpajakan ddapat dilakukan secara lebih baik,
agar tidak menimbulkan kebingungan ditingkat praktis.”

3. Pengaruh dari Ekonomi Digital

Pertumbuhan ekonomi digital menimbulkan tantangan baru
dalam penarikan pajak, banyak perusahaan yang kini beroperasi lintas
negara tanpa kehadiran fisik (permanent establishment), sehingga
menyulitkan otoritas pajak untuk menetapkan kewajiban
perpajakannya. Hal ini menyebabkan kekosongan regulasi dan berisiko
mengurangi penerimaan negara. Akuntan dimasa depan perlu
memahami skema perpajakan digital global, seperti kebijakan pajak
minimum global (global minimum tax), pemajakan ekonomi digital
(digital services tax) dan prinsip “destination-based taxation” yang
sedang dikembangkan oleh OECD dan negara-negara G20. Tantangan
lainnya adalah bagaimana memetakan transaksi digital yang sangat



dinamis kedalam sistem akuntansi dan perpajakan yang rigid dan
administratif.

4. Ketergantungan terhadap Teknologi dan Ancaman Keamanan
Data

Digitalisasi sistem perpajakan, seperti e-Faktur, e-Bupot dan
sistem pelaporan daring lainnya, memang mempermudah pelaporan
pajak. Namun disisi lain, ketergantungan terhadap sistem digital ini
menimbulkan tantangan baru terkait keamanan data, integritas sistem
serta literasi teknologi bagi para akuntan pajak. Dengan semakin
banyaknya data yang diproses dan disimpan secara elektronik,
ancaman terhadap kebocoran data, manipulasi sistem dan serangan
siber menjadi semakin nyata. Akuntan perpajakan harus memiliki
kemampuan untuk memahami keamanan sistem informasi serta
bekerja sama dengan ahli IT guna memastikan bahwa proses
perpajakan berjalan secara aman dan akurat.

5. Tuntutan Etika dan Transparansi dalam Lingkungan Global

Ditengah dorongan global untuk transparansi perpajakan,
seperti inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dari OECD dan
pertukaran informasi otomatis antarnegara, akuntan pajak dituntut
untuk tidak hanya memahami aspek teknis perpajakan, tetapi juga
memiliki komitmen etika yang tinggi. Banyak perusahaan menghadapi
tekanan untuk mengoptimalkan beban pajak mereka, namun akuntan
sebagai professional harus mampu menyeimbangkan kepentingan
klien dengan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip moral. Tuntutan
akan praktik akuntansi yang lebih transparan, adil dan berkelanjutan
akan menjadi salah satu tantangan moral yang semakin relevan
dimasa depan.



8.2. Tren Masa Depan dalam Akuntansi Perpajakan

Perkembangan teknologi informasi banyak mendorong
transformasi yang signifikan dalam ekonomi global. Pada era ekonomi
digital, dapat dilihat semakin banyak platform digital dalam aktivitas
bisnis, menciptakan peluang ekonomi baru, namun membawa
tantangan bagi sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk
Indonesia (OECD, 2020). Di Indonesia dapat terlihat dalam
pertumbuhan ekonomi berbasis digital, Data dari Kementerian
Keuangan menunjukkan kontribusi sector digital terhadap PDB
nasional terus meningkat yang didorong oleh maraknya transaksi
melalui e-commerce, layanan media streaming maupun aplikasi
teknologi yang lain (Kementerian Keuangan RI, 2023). Namun,
peraturan dalam perpajakan yang saat ini belum sepenuhnya mampu
menangkap potensi penerimaan negara dari aktivitas digital tersebut.
Penerapan pajak digital menjadi bidang materi yang penting
mengingat urgensi meningkatkan penerimaan negara ditengah
tantangan ekonomi pada saat pasca-pandemi. Pajak digital dianggap
sebagai solusi yang tepat untuk memastikan perusahaan digital global
berkontribusi langsung terhadap pendapatan negara.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan
ekonomi digital yang memiliki posisi strategis untuk menjadi pelopor
dalam penerapan pajak digital di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia
telah mengambil Langkah awal melalui pengenaan pajak pertambahan
nilai (PPN) atas barang dan jasa digital sejak tahun 2020, tetapi
terdapat banyak pihak berpendapat kebijakan ini hanya sebagian dari
solusi yang diperlukan (Kementerian Keuangan Rl, 2023). Oleh karena
itu, diperlukan adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap tantangan
serta peluang dalam implementasi kebijakan perpajakan digital yang
lebih komprehensif.

Seiring dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi, praktik
akuntansi perpajakan mengalami transformasi, tren-tren baru muncul



yang dapat mempengarubhi cara kerja akuntan pajak. Berikut ini adalah
beberapa tren masa depan dalam akuntansi perpajakan:

1. Digitalisasi dan Otomatisasi dalam Proses Pajak

Tren yang berpengaruh adalah adopsi teknologi digital dalam
proses perpajakan. Pemerintah maupun perusahaan telah
mengintegrasikan teknologi untuk mempermudah pelaporan, audit
dan kepatuhan pajak. Misalnya:

a. E-filing & E-invoicing: untuk memudahkan pelaporan dan
verifikasi transaksi.

b. Sistem ERP Terintegrasi: Perusahaan menggabungkan antara
sistem akuntansi dengan sistem perpajakan untuk otomatisasi
dalam perhitungan pajak.

c. Bigdata dan Data Analytics: untuk mendeteksi anomali, prediksi
risiko pajak dan mendukung audit berbasis risiko.

2. Artifical Intelligence (Al) dan Machine Learning

Al dan pembelajaran mesin digunakan untuk memproses
dokumen pajak, memverifikasi kepatuhan serta memberikan
rekomendasi perencanaan pajak. Misalnya:

a. Chatbot Pajak: memberikan informasi perpajakan secara
otomatis kepada klien atau karyawan.

b. Pendeteksian Kesalahan Otomatis: Al dapat mengenali adanya
kesalahan input atau inkonsistensi dalam laporan pajak secara
real-time.

c. Perencanaan Pajak Proaktif: Al digunakan untuk menyarankan
strategi perpajakan berdasarkan data historis dan prediksi
pasar.



3. Regulasi Pajak yang Semakin Adaptif dan Internasionalisasi
Di era globalisasi dan ekonomi digital, sistem perpajakan dunia
bergerak menuju harmonisasi. Misalnya:

a. OECD Global Minimum Tax & BEPS: mendorong adanya
transparansi dan keadilan pajak global, terutama bagi
perusahaan multinasional.

b. Digital Service Tax (DST): pengenaan pajak atas layanan digital
lintas negara.

c. Kebijakan Adaptif: Negara-negara membuat aturan pajak yang
fleksibel untuk mengikuti perubahan pasar digital.

4. Transparansi, Etika dan Keterbukaan Informasi
Tekanan publik dan lembaga internasional mendorong
keterbukaan informasi perpajakan. Misalnya:

a. Country-by-Country Reporting (CbCR): perusahaan diminta
untuk melaporkan pendapatan, laba dan pajak disetiap
yurisdiksi.

b. Prinsip ESG dalam Pajak: perusahaan tidak hanya dituntut taat
hukum, tapi juga etis dan bertanggung jawab sosial dalam
kebijakan pajaknya.

c. Anti-Aggressive Tax Planning: strategi pajak ekstrem akan dinilai
tidak etis dan dapat merusak reputasi perusahaan.

5. Perubahan Peran Akuntan pajak menjadi Konsultan Strategis
Dengan meningkatnya kompleksitas sistem perpajakan dan
kebutuhan digitalisasi, akuntan pajak masa depan tidak hanya
melakukan perhitungan, tetapi juga menjadi penasihat strategi bisnis.
Misalnya:
a. Tax Advisory Services: memberi masukan pada manajemen
tentang dampak kebijakan pajak terhadap strategi perusahaan.
b. Integrasi Fungsi Pajak dengan Perencanaan Bisnis: pajak tidak



lagi jadi urusan belakang, tapi bagian dari pengambilan
keputusan sejak awal.

c. Kebutuhan Soft Skills: komunikasi, kemampuan berfikir kritis
dan pemecahan masalah akan menjadi kunci sukses profesional
akuntansi perpajakan.

8.3. Pajak Digital dan E-commerce

Pajak digital adalah pajak yang dikenakan kepada perusahaan-
perusahaan yang produknya bergerak dalam bidang teknologi
informasi. Perusahaan digital menjadi sumber pajak baru bagi negara.
Bentuk operasi dari produk perusahaan digital adalah menggunakan
jaringan internet sebagai syarat penggunaan. Perusahaan digital besar
yang memiliki banyak pengguna/konsumen adalah Google, Amazon,
Facebook, Twitter, Instagram, Whatsupp dan lainnya. Produk dari
perusahaan tersebut memiliki berbagai layanan yaitu; layanan pesan,
e-commerce, mesin pencari, hiburan dan lain-lain.

Salah satu produk bisnis yang menjanjikan adalah e-commerce.
E-commerce adalah aktivitas bisnis antara perusahaan dan konsumen
yang melakukan pertukaran barang atau jasa melalui elektronik.
Pertukaran yang dilakukan dalam e-commerce berupa uang, barang,
layanan, dan informasi. Dalam menjalankan proses bisnis perlu
memperhatikan kuallitas dari proses bisnis. Perusahaan digital
memfasilitasi kualitas proses bisnis dengan membuat produk yang
memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dengan
aktivitas online shopping yang menjadi pilihan utama pada era saat ini
(Wijayanti D, 2020).

Adapun kurangnya literasi perpajakan dikalangan masyarakat
dan pelaku usaha digital juga menjadi faktor menjadi rendahnya
tingkat kepatuhan pajak yang dibuktikan dengan penelitian dari
Supriyanto, dkk (2023) sekitar 60% pelaku UMKM digital belum
terdaftar sebagai wajib pajak.



8.4. Potensi Perpajakan di Era Digital

Era digital membawa perubahan pada berbagai aturan
pepajakan. Adapun istilah yang digunakan untuk sektor ekonomi
digital yaitu over-the-top (OTT), dikarenakan potensi penerimaan
pajak dari OTT sangat besar. Data dari Assosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJII) menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap
OTT mencapai Rp 15 triliun per tahunnya yang dapat diartikan
pendapatan negara dari sektor pajak lebih besar dengan merambah
objek pajak baru. Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara dan
harus dilaksanakan dengan adil. Pada industri 4.0, pemerintah
menemukan objek pajak baru yang potensial yaitu aktivitas bisnis
digital.

Solusi yang dilakukan untuk mengenakan pajak pada
perusahaan digital tanpa merubah sistem yang ada yaitu menerapkan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN menjadi solusi untuk transaksi
digital lintas negara. Rasionalnya, pajak tidak hanya dibebankan
kepada perusahaan saja melainkan konsumen juga, dikarenakan PPN
menganut prinsip destinasi yang artinya pajak dikenakan dimana
barang atau jasa dikonsumsi (Wijayanti D, 2020).

8.5. Peluang dalam Penerapan Pajak Digital
Peluang dalam penerapan pajak digital diantaranya adalah

berikut ini:

a. Peningkatan Pendapat Negara

Penerapan pajak digital berpotensi meningkatkan penerimaan
pajak secara signifikan (Hayati dan Imahda, 2025). Data
Kementrerian Keuangan Indonesia tahun 2022 “sektor ekonomi
digital menyumbang lebih dari 5% PDB nasional dengan
pertumbuhan tahunan sekitar 20%. Potensi ini dapat
dimaksimalkan dengan penerapan pajak efektif pada transaksi
digital, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk



digital dan layanan elektronik lintas batas (Savitri, 2023).

b. Mendorong Transformasi Digital
Pajak digital mendorong transformasi digital disektor
pemerintah dan bisnis. Penerapan teknologi blockchain, big
data dan artificial intelligence dalam sistem perpajakan dapat
meningkatkan efisiensi administrasi dan pengawasan pajak. Hal
ini akan memberikan insentif bagi para pelaku usaha untuk
beralih ke platform digital yang lebih transparan (Hayati dan
Imahda, 2025).

¢. Memperkuat Kedaulatan Digital
Penerapan pajak digital di Indonesia dapat memperkuat
kedaulatan digitalnya. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah
untuk memastikan perusahaan teknologi global yang beroperasi
di Indonesia berkontribusi pada perekonomian lokal. Misalnya;
pengenaan pajak atas layanan over-the-top (OTT) seperti Netflix
dan Spotify telah menjadi Langkah awal positif dalam
memastikan keadilan fiskal (Hayati dan Imahda, 2025).

d. Mendukung Inklusi Keuangan
Pajak digital dapat mendukung inklusi keuangan dengan
mendorong formalisasi usaha kecil dan mikro. Dengan
menyediakan insentif pajak bagi pelaku UMKM digital yang
patuh, pemerintah dapat memperluas basis pajak dan
meningkatkan literasi finansial di kalangan masyarakat
(Hutabarat dan Siregar, 2022).

8.6. Implikasi bagi Praktisi Akuntansi dan Pemerintah
Terdapat implikasi bagi praktisi akuntansi dan pemerintah
diantaranya:
a. Praktisi Akuntansi
1) Kebutuhan kompetensi yang lebih tinggi: praktisi dituntut
memiliki pemahaman mendalam mengenai peraturan



perpajakan yang diniamis dan sering berubah-ubah.

2) Peningkatan tanggung jawab etika dan profesionalisme:
praktisi harus menjaga integritas dalam Menyusun laporan
pajak dan memberikan saran yang sesuai dengan regulasi.

3) Adaptasi teknologi dan otomatisasi: penggunaan software
akuntansi dan system e-filing pajak menuntut praktisi
memahami penggunaan teknologi.

b. Pemerintah (Otoritas Pajak)

1) Digitalisasi sistem perpajakan: pemerintah dituntut untuk
menciptakan sistem perpajakan yang efisien, transapan dan
mudah diakses.

2) Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih canggih:
penggunaan big data dan analitik membantu pemerintah
dalam mendeteksi penghindaran dan penggelapan pajak.

3) Peningkatan layanan kepada Wajib Pajak: pemerintah perlu
memberikan edukasi dan pelayanan perpajakan yang adaptif
terhadap perubahan ekonomi.
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meraih gelar M.Ak pada tahun 2017. Saat ini, beliau aktif sebagai
dosen tetap di Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang Kampus
Serang. Sebelumnya, beliau juga memiliki pengalaman mengajar di
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE) Banten dengan mata kuliah
Akuntansi Biaya, di Akademi Keuangan Perbankan Indonesia (AKPI)
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untuk mata kuliah Akuntansi Syariah dan Akuntansi Keuangan
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beberapa book chapter di bidang ekonomi dan manajemen, antara
lain: Ekonomi Syariah, Manajemen Perbankan, Manajemen Rumah
Sakit, Bukti Kami Pada Pertiwi, Hukum Lingkungan, Akuntansi Sektor
Publik, dan Implementasi Illmu Akuntansi, Manajemen, dan
Perekonomian. Komitmen beliau terhadap pengembangan ilmu
pengetahuan dan pendidikan tercermin dari dedikasinya sebagai
pengajar, penulis, dan praktisi pendidikan.
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Konsep, Regulasi, dan/ Implementasi

Buku Akuntansi Perpajakan: Konsep, Regulasi, dan Implementasi
hadir sebagai panduan komprehensif bagi akademisi, mahasiswa,
praktisi akuntansi, serta pihak-pthak yang berkepentingan dalam
memahami keterkaitan antara dunia akuntansi dan sistem
perpajakan di Indonesia. Buku ini disusun secara sistematis,
dimulai dari pengantar mengenai akuntansi dan perpajakan secara
umum, hingga pembahasan teknis terkait pencatatan, pelaporan,
dan perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis pajak.Di awal, buku
menjelaskan pengertian akuntansi perpajakan dan pentingnya
pembukuan bagi wajib pajak. Pembaca kemudian diajak
memahami kerangka hukum serta prinsip dan tantangan dalam
regulasi perpajakan nasional. Selanjutnya, dijabarkan prinsip
dasar akuntansi pajak serta perbandingannya dengan akuntansi
komersial. Buku ini juga mengulas secara rinci perlakuan
akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
disertai contoh kasus.Bagian akhir buku membahas aspek
perpajakan daerah, pencatatan dan pelaporan pajak dalam laporan
keuangan, serta tantangan dan tren masa depan, seperti digitalisasi
pajak dan perpajakan e-commerce. Dengan pendekatan
konseptual dan praktis, buku ini menjadi sumber pengetahuan
penting untuk menghadapi dinamika dunia akuntansi perpajakan

yang terus berkembang.
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